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xPEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN
A. Transliterasi Arab-Latin
Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin 
dapat dilihat pada tabel beriku :
1. Konsonan
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
ا alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
ب Ba b Be
ت Ta t Te
ث Sa s es (dengan titik di atas)
ج jim j Je
ح Ha h ha (dengan titik di bawah)
خ kha kh ka dan ha
د dal d De
ذ żal ż zet (dengan titik di atas)
ر Ra r Er
ز zai z Zet
س sin s Es
ش syin sy es dan ye
ص sad s es (dengan titik di bawah)
ض dad d de (dengan titik di bawah)
ط Ta t te (dengan titik di bawah)
ظ Za z zet (dengan titik di bawah)
ع ‘ain ‘ apostrof terbalik
غ gain g Ge
ف Fa f Ef
ق qaf q Qi
ك kaf k Ka
ل lam l El
م mim m Em
ن nun n En
و wau w We
ھ Ha h Ha
ء hamzah ’ Apostrof
ى Ya y Ye
xi
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 
tanda apa pun.  Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda 
( ’ ).
2. Vokal
Vokal bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
tunggal atau menoftong dan vokal rangkap atau diftong.
Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut :
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 َا fathah a a
 ِا kasrah i i
 ُ ا dammah U u
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 َٔى fathah dan yaa’ Ai a dan i
 َؤ fathah dan wau Au a dan u 
Contoh:
 َﻒْﯿَﻛ : kaifa
 َلْﻮَھ : haula
3. Maddah
Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :
xii
Harakat dan 
Huruf
Nama Huruf dan 
Tanda
Nama 
 َى…│  َا … Fathah dan alif atau 
yaa’
a a dan garis di atas
ى Kasrah dan yaa’ i i dan garis di atas
 ُو Dhammmah dan 
waw
u u dan garis di atas
Contoh:
تﺎﻣ : maata
ﻰَﻣَر : ramaa
ﻞْﯿِﻗ : qiila
 ُتْﻮُﻤَﯾ : yamuutu
4. Taa’ marbuutah
Transliterasi untuk taa’marbuutah ada dua, yaitu taa’marbuutah yang 
hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya 
adalah [t].sedangkan taa’ marbuutah yang mati atau mendapat harakat sukun, 
transliterasinya adalah [h].
Kalau pada kata yang berakhir dengan taa’ marbuutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sedang al- serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, 
maka taa’ marbuutah itu ditransliterasikan dengan ha [h].
Contoh :
 ُﺔَﺿْوَﺮِﻟﺎَﻔ ْطَْﻻا : raudah al- atfal
 ُﺔَﻨ ْﯾِﺪَﻤﻟاُﺔَﻠِﺿﺎَﻔ ْﻟا : al- madinah al- fadilah
 ُﺔَﻤْﻜِﺤْﻟا : al-hikmah
xiii
5. Syaddah (Tasydid)
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda tasydid(  َ◌), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 
perulangan huruf  (konsonang anda) yang diberi tandasyaddah.
Contoh :
ﺎَﻨﱠﺑَر : rabbanaa
ﺎَﻨ ْﯿ ﱠﺠَﻧ : najjainaa
 ﱡﻖَﺤْﻟا : al- haqq
 َﻢ ﱢﻌُﻧ : nu”ima
 ﱞوُﺪَﻋ : ‘aduwwun
Jika huruf  ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 
kasrah ( ّﻲِﺑ) maka ia ditranslitersikan sebagai huruf maddah menjadi i.
Contoh :
 ﱞﻲِﻠَﻋ : ‘Ali (bukan ‘Aliyyatau ‘Aly)
 ﱞﻲِﺑَﺮَﻋ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyyatau ‘Araby)
6. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  لا
(alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transiliterasi ini, kata sandang 
ditransilterasikan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah 
maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung 
yang mengikutinya.kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya 
dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).
Contoh :
 ُﺲﻤ ﱠﺸﻟا : al-syamsu (bukan asy-syamsu)
xiv
 ُﺔَﻟَﺰﻟ ﱠﺰﻟَا : al-zalzalah (az-zalzalah)
ﺔَﻔَﺴﻠ َﻔ َْﻟا : al-falsafah
 ُدَﻼِﺒ ْﻟَا : al-bilaadu
7. Hamzah
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di 
awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.
Contoh :
 َنْوُﺮُﻣْﺎَﺗ : ta’muruuna
 ُعْﻮﱠﻨﻟا : al-nau’
 ٌءْﻲَﺷ : syai’un
 ُتْﺮُِﻣا : umirtu
8. Penulisan Kata Bahasa Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa
Indonesia
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah 
atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau 
kalimat yang sudah lazim dan telah menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 
Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, atau lazim 
digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara 
transliterasi di atas. Misalnya, kata Al-Qur’an (dari Al-Qur’an), al-hamdulillah, 
dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu 
rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :
Fizilaal Al-Qur’an
xv
Al-Sunnah qabl al-tadwin
9. Lafz al- Jalaalah ( ّٰﷲ)
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya 
atau berkedudukan sebagai mudaafilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa 
huruf hamzah.
Contoh :
 ِ ٰͿُّﺎﻨ ْﯾ ِد diinullah  ِ ّٰﷲﺎ ِﺑ billaah
Adapun taamarbuutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-
jalaalah, ditransliterasi dengan huruf [t].contoh :
hum fi rahmatillaah
10. Huruf Kapital
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All Caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan 
huruf capital berdasarkan pedoman ajaran Bahasa Indonesia yang berlaku 
(EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama 
diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila 
nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf 
kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 
Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut 
menggunakan huruf capital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf 
awal dari judul refrensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia 
ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). 
contoh:
Wa ma muhammadun illaa rasul
xvi
Inna awwala baitin wudi’ alinnasi lallazii bi bakkata mubarakan
Syahru ramadan al-lazii unzila fih al-Qur’an
Nazir al-Din al-Tusi
Abu Nasr al- Farabi
Al-Gazali
Al-Munqiz min al-Dalal
Jika nama resmi seseorang menggunakan kata ibnu (anak dari) dan Abu 
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu 
harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. 
Contoh:
Abu Al-Wafid Mummad Ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu Al-
Walid Muhammad (bukan : rusyd, abu al-walid Muhammad ibnu)
Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, 
Nasr Hamid Abu)
B. Daftar Singkatan
Beberapa singkatan yang dilakukan adalah :
s.w.t = subhanallahu wata’ala
s.a.w = sallallahu ‘alaihi wasallam
r.a = radiallahu ‘anhu
H = Hijriah
M = Masehi
QS…/…4 = QS. Al-Baqarah/2:4 atau QS. Al-Imran/3:4
HR = Hadis Riwayat
KUHP = Kitab Undang-undang Hukum Pidana
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ABSTRAK
Nama           : Husnataeni
NIM           : 10300112073
Jurusan         : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan
  Judul       : Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran Dan Perusakan 
IILingkungan Hidup Menurut Hukum Islam Dan Undang-
IIUndang Nomor 32 Tahun 2009.
Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) mendeskripsikan dan menganalisis 
sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup 
menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009. 2) mengetahui 
sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup 3) 
pandangan hukum Islam terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
Dari pokok permasalahan tersebut penulis menggunakan yuridis normatif 
dan pendekatan teologi normatif (Hukum Islam). penelitian ini tergolong Liblary 
Research, data dikumpulkan dengan identifikasi yaitu mengelompokkan data atau 
mencari bahan-bahan kepustakaan yang sesuai dengan judul penelitian.
Setelah mengadakan pembahasan tentang sanksi pidana terhadap 
pencemaran dan perusakan lingkungan hidup menurut hukum Islam dan Undang-
Undang Nomor 32 tahun 2009. Penulis menemukan analisis masalah dampak 
perusakan lingkungan diatur dalam berdasarkan UUD Pasal 33 ayat 3. Dan 
penerapan sanksinya diatur dalam UU No 32 tahun 2009 yang diperlukan sistem 
hukum yang bersifat keadilan. Penegakan sanksi pidana dalam Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 adalah menempatkan hukum pidana 
bukan sebagai sanksi yang ultimum remedium tetapi justru sebagai sanksi 
komulatif dan premium remedium. “Penerapan sanksi pidana dalam Undang-
undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup”. Dan pandangan hukum Islam dilakukan akses 
pemanfaatan atas sumber daya alam tidak boleh dimonopoli oleh kelompok 
tertentu, tetapi sumber daya alam semestinya menjadi modal untuk peningkatan 
kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Masalah lain yang harus dilihat dari 
prinsip keadilan intergenerasi adalah bahwa penduduk kelompok miskin sering 
kali memikul beban dan biaya lingkungan.
Berdasarkan implikasi penelitian yang penulis telah dapatkan bahwa 
Berdasarkan UU RI No. 32 tahun 2009 pencemaran dan perusakan lingkungan 
merupakan perbuatan dimasukannya atau masuknya makhluk hidup, zat, energi 
atau suatu komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia 
sehingga melampaui baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan.
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Indonesia merupakan Negeri yang subur akan sumber daya alam.  Indonesia 
mempunyai berbagai macam pepohonan yang bes ar, hutan yang lebat, air yang 
melimpah bersih, tanah yang apabila ditanami tumbuhan apapun akan tumbuh dengan 
cepat serta udara yang sejuk. Tak heran jika Indonesia dikagumi oleh berbagai 
Negara asing karena potensi alamnya yang sangat melimpah.1 Bangsa Indonesia 
wajib bersyukur kepada Allah Swt. Karena telah melimpahnya rahmat-Nya berupa 
tanah dan air yang luas, beriklim nyaman, berpanorama indah, permai, subur dan 
kaya-raya sumber daya alamnya. Di Indonesia terdapat sekitar 200.000 jenis hewan 
dan sekitar 28.000 jenis tumbuhan. Ini berarti bahwa 10% dari semua jenis tumbuhan 
yang ada di muka bumi terdapat di Indonesia.2
Dari 6000 jenis tersebut terdapat 940 jenis tumbuhan obat, sekitar 1.100 jenis 
tanaman hias, 228 jenis tumbuhan yang dapat dijadikan sayur-mayur, hampir 400 
jenis buahnya bisa dimakan, 54 jenis rempah-rempah, 267 jenis kayu yang 
diperdagangkan keseluruh dunia untuk keperluan lainnya. Anehnya jenis tanaman 
                                                  
1Hanafi Amrani, Mahrus Ali, Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan 
Penerapan (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), h. 207.
2Otto Soemarwoto, Atur Diri Sendiri Paradigma Baru Pengolahan Lingkungan Hidup
(Yogyakarta: Gadjah Mada University press, 2004), h. 5.
2budidaya yang merupakan tulang punggung penunjang kehidupan bangsa, tidak 
berjumlah banyak (misalnya: padi, padi, singkong dan lainnya).3
Seiring perkembangan zaman, semuanya telah berubah. Dalam waktu dekat 
ini, ketika modernisasi mulai berkembang pesat, masyarakat mulai lupa untuk 
berperan dalam pelestarian lingkungan. Hal demikian disebabkan oleh berbagai 
macam kemudahan dalam mengakses sesuatu. 
Dalam kehidupan manusia, ruang lingkup kehidupan merupakan suatu yang 
tidak pernah lepas dengan keseharian kita dalam melakukan kegiatan. Lingkungan 
hidup merupakan suatu habitat atau suatu tempat berkumpul dalam bumi, dengan 
penunjang alam dan ekologi yang berada di bumi ini, kita di wajibkan untuk 
mengelola kehidupan dengan menggunakan alam yang ada di sekitar kita, namun 
pengelolaan lingkungan hidup yang terjadi sekarang sudah menuai krisis yang 
berkepanjangan.
Lingkungan merupakan semua benda, daya dan kondisi yang terdapat dalam 
suatu tempat atau ruang tempat manusia atau makhluk hidup berada dan dapat 
mempengaruhi hidupnya. Dalam pasal 1 UU RI No.32 tahun 2009 tercantum bahwa 
lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya dan makhluk 
                                                  
3Sukanda Husin, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 
87.
3hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, 
kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.4
Tingkah laku manusia zaman sekarang sudah mulai berubah. Dimana-dimana 
keegoisan sudah terlihat jelas. Ketika seseorang membuat karya, dia hanya berpikir 
cara untuk mengoptimalkan fungsi dari karyanya itu. Sedikit dari para pembuat karya 
yang mengantisipasi hal yang akan terjadi di masa mendatang dan mencari solusi 
pengamanannya. Namun, banyak dari mereka yang lupa atau mungkin 
melupakannya. Sehingga banyak kasus mengenai eksploitasi sumber daya alam yang 
tak terhenti.5
Undang-undang dan peraturan pemerintah tentang pengelolaan lingkungan 
sangatlah lengkap. Namun tak ada yang menghiraukannya, baik aparat penegak 
hukum pemerintah, maupun masyarakat. Kerusakan lingkungan pun makin berat.  
Akibatnya bencana silih berganti: Kebakaran hutan dan kekurangan air dalam musim 
kemarau serta banjir dan tanah longsor dalam musim hujan.6
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 merupakan Undang-undang kerangka 
kerja untuk melindungi lingkungan, termasuk perlindungan dikawasan hutan. 
Undang-undang ini tidak secara khusus mengatur tentang pencemaran udara dari 
                                                  
4Hanafi Amrani, Mahrus Ali, Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan 
Penerapan (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), h. 204.
5Wisnu Arya Wardhana, Dampak Pencemaran Lingkungan (Yogyakarta: Andi, 2004), h. 113.
6 Wisnu Arya Wardhana, Dampak Pencemaran Lingkungan, h. 113.
4kebakaran hutan dan lahan. Akan tetapi, dasar hukum yang melarang orang dan atau 
badan hukum mencemari lingkungan termasuk udara.7
Undang-undang tersebut memperkenalkan tanggungjawab pidana korporasi 
(corporate criminal liability), merupakan senjata ampuh untuk memerangi kebakaran 
hutan dan lahan, yang sebagian besar disebabkan oleh kegiatan perkebunan. 
Berdasarkan Undang-undang tersebut, korporasi dapat dijatuhi hukuman pidana 
apabila dalam melakukan kegiatan korporasi melanggar ketentuan substantif.8
Pencemaran lingkungan adalah efek yang ditimbulkan oleh suatu unsur kimia 
yang timbul bersama dengan limbah industri. Limbah tersebut menghasilkan senyawa 
yang berbahaya terhadap sistem lingkungan. Namun, meskipun senyawa tersebut 
berbahaya terhadap kelestarian lingkungan, hal tersebut bisa diatasi dengan langkah-
langkah efektif. Asalkan masyarakat sadar betapa pentingnya menjaga kelestarian 
lingkungan. Perlindungan kelestarian lingkungan hidup berkaitan dengan 
perlindungan terhadap perusakan dan atau pencemaran lingkungan. Bagi perusahaan 
yang menimbulkan pencemaran lingkungan dapat diambil tindakan baik melalui 
sanksi administratif maupun ganti kerugian melalui hukum perdata.9
Masalah lingkungan semakin lama semakin besar, meluas, dan serius. Ibarat 
bola salju yang menggelinding, semakin lama semakin besar, persoalannya bukan 
                                                  
7 UU RI No.32 tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140.
8 Wisnu Arya Wardhana, Dampak Pencemaran Lingkungan (Yogyakarta: Andi, 2004), h. 
113.
9Hanafi Amrani, Mahrus Ali, Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan 
Penerapan (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), h. 204.
5hanya bersifat lokal atau trans lokal, tetapi regional, nasional, trans nasional, dan 
global. Dampak dampak yang terjadi terhadap lingkungan tidak hanya berkait pada 
satu atau dua segi, tetapi kait mengait sesuai dengan sifat lingkungan yang memiliki 
multi mata rantai relasi yang saling mempengaruhi secara subsistem. Apabila satu 
aspek lainnya akan mengalami dampak atau akibat pula.10
Pada mulanya masalah lingkungan hidup merupakan masalah alami, yakni 
peristiwa-peristiwa yang terjadi sebagai bagian dari proses natural. Proses natural ini 
terjadi tanpa menimbulkan akibat yang berarti  bagi tata lingkungan itu sendiri dan 
dapat pulih kemudian secara alami. 
Akan tetapi, sekarang masalah lingkungan tidak lagi dapat dikatakan sebagai 
masalah yang semata-mata bersifat alami, karena manusia memberikan faktor 
penyebab yang sangat signifikan secara variabel bagi peristiwa-peristiwa 
lingkungan.11 Tidak bisa disangkal bahwa masalah-masalah lingkungan yang lahir 
dan berkembang karena  faktor manusia jauh lebih besar dan rumit  di banding 
dengan faktor alam itu sendiri. Manusia dengan berbagai dimensinya, terutama 
dengan faktor mobilitas pertumbuhannya, akal pikiran dengan segala perkembangan 
aspek-aspek kebudayaannya, dan begitu juga faktor proses masa atau zaman yang 
mengubah kriteria pandangan manusia, merupakan faktor yang lebih tepat dikaitkan 
                                                  
10Hanafi Amrani, Mahrus Ali, Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan 
Penerapan, h. 207.
11A.Qadir Gassing, Fiqih Lingkungan (Makassar: Fakultas Syari’ah IAIN/UIN Alauddin
Makassar, 2005), h, 13.
6kepada masalah-masalah lingkungan hidup. Allah swt berfirman dalam QS al-
Rum/30:41
 ۡﻢُﻬҧﻠََﻌﻟ ْاُﻮﻠ َِﲻ ي ِ ҧ߳ࠠǫ َۡﺾَﻌﺑ ﻢَُﻬﻘﯾِﺬُﯿِﻟ ِسﺎҧﻨࠠﻟǫ يِۡﺪﯾҫǫ َۡﺖˌَﺴَﻛ ﺎَﻤِﺑ ِﺮۡﺤَۡﺒﻟǫَࠠو َِّۡﱪﻟǫࠠ ِﰲ ُدﺎَﺴَۡﻔﻟǫࠠ َﺮَﻬَﻇ َنﻮُﻌِﺟَۡﺮ̽  
Terjemahnya:
Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena 
perbuatan tangan manusi, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian 
dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar.12
Konon, dulu 70% daratan Indonesia terdiri dari hutan. Hutan Indonesia pun 
disebut sebagai salah satu paru-paru dunia. Artinya, kalo hutan kita rusak, dunia ga 
bisa “bernafas”. Namun, data tahun kemarin aja menyatakan kalo dari 140 juta hektar 
hutan Indonesia, saat ini 60 juta hektar udah rusak. Sedangkan data dari FAO 
menyatakan kalo selama tahun 2000-2005 aja hutan Indonesia berkurang 1.8 juta 
hektar per tahunnya! It means, 2% per tahun. Bisa dibayangkan kalau 2% tiap tahun 
(sejak tahun 2000), maka 2050 udah jadi padang gurun negara kita. Meski data 
terakhir menyatakan kerusakan sudah agak menurun, tapi toh masih aja di kisaran 
lebih dari 1 juta hektar pertahun dan menjadi salah satu penyebab banjir, tanah 
longsor sampai kepunahan hewan-hewan.13
Air setiap harinya, 775 ton polutan mencemari air di Indonesia. Indonesia 
tercatat sebagai negara urutan nomor 6 dalam hal pencemaran air ini. Khususnya 
pulau Jawa, pencemaran air udah bisa dibilang kritis. Yang paling parah tentu di kota-
                                                  
12Kementrian Agama RI,Qur’an Tadjwid dan Terjemahan (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2013), 
h. 408.
13Otto Soemarwoto, Atur Diri Sendiri Paradigma Baru Pengolahan Lingkungan Hidup
(Yogyakarta: Gadjah Mada University press, 2004), h. 15.
7kota besar. Sementara dari 306 PDAM di Indonesia, hanya 10% yang airnya 
dinyatakan sehat.14
Sebagai negara wilayahnya adalah laut dan kalau mau di manfaatkan benar-
benar juga bisa bikin negara dan warganya kaya raya, laut Indonesia malah kurang 
diperhatiin. Yang ada justru laut yang rusak. Terumbu karang yg adalah “rumahnya” 
ikan dan hewan laut lainnya aja diperkirakan 93.8% udah rusak karena limbah atau 
cara menangkap ikan yang tidak benar (pake bom, misalnya). Air laut pun juga jadi 
korban akibat pencemaran misalnya, akibat eksplorasi minyak bumi dan gas alam 
sehingga kita juga denger ada laut tercemar logam merkuri. Tambang kita mungkin 
sudah tau kalau saking kayanya alam Indonesia, tanahnya kalau dikerukpun ada 
emas, batubara, minyak bumi, gas dan mineral lainnya. lagi-lagi karena 
pertambangan tidak diatur dengan baik, bahkan dipasrahkan ke perusahaan swasta 
dan perusahaan asing, makanya kita sendiri yang jadi korban. Bencana kayak tanah 
longsor, banjir dan bencana lain seperti lumpur Lapindo juga adalah contoh akibat 
pertambangan yang tidak diatur dengan baik.15
Limbah dengan adanya pabrik-pabrik yg dibangun, jelas itu manfaat dapat 
memberikan lapangan kerja dan memudahkan kita bisa dapat barang-barang. Tapi, 
salah satu dampak dari pembangunan pabrik juga adalah polusi suara, udara, dan juga 
limbah yg bisa mencemari air dan tanah. Nah, untuk pabrik di Indonesia ini, 
                                                  
14Otto Soemarwoto, Atur Diri Sendiri Paradigma Baru Pengolahan Lingkungan Hidup, h. 17.
15Muhammad Akib, Politik Hukum Lingkungan, Dinamika dan Refleksinya dalam Produk 
Hukum Otonomi Daerah (Jakarta:Rajawali Pers, 2012), h. 137.
8pengelolaan limbah juga masih sering bikin masalah karena sering kali sembrono 
sehingga mencemari air tanah, sumur, sungai. Sama halnya, limbah rumah tangga 
alias samapah atau bekas air cucian yg gak dibuang dengan benar juga 
mengakibatkan banjir, mencemari air serta ikan-ikan mati atau keracunan.16
Udara pencemaran udara di Indonesia adalah nomor 3 terburuk di dunia 
dengan Jawa Barat sebagai yang terparah. Hal ini kebanyakan memang disebabkan 
karena emisi alias gas buang kendaraan yang makin banyak serta mengakibatkan
pohon dan tumbuhan tidak ada. Padahal, udara tercemar  bahaya karena bisa 
mengganggu paru-paru, jantung, nafas, kesuburan mata, kulit, sampai ke global 
warming itu sendiri.17 Kepunahan satu spesies hewan atau tumbuhan tidak cuma 
berdampak pada hewan itu aja. Punahnya satu spesies juga memengaruhi 
keseimbangan ekosistem dan rantai makanan. Faktanya, sampai saat ini hewan khas 
Indonesia seperti harimau bali, harimau jawa, kuau bergaris ganda, tikus hidung 
panjang lores udah punah. Bahkan menurut data, 833 spesies lain terancam punah 
akibat hutan yg berkurang, perburuan liar, kerusakan alam. Indonesia bahkan 
menempati peringkat 4 terburuk dunia untuk ini.
Oleh karena itu, persoalan-persoalan lingkungan saat ini, seperti 
pencemamaran, kerusakan sumber daya alam, penyusutan cadangan-cadangan hutan, 
musnahnya berbagai spesies hayati, erosi, banjir, bahkan jenis-jenis penyakit yang 
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Hukum Otonomi Daerah, h. 139.
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9bekembang terakhir ini, diyakini merupakan gejala-gejala negatif secara dominan 
bersumber dari faktor manusia itu sendiri, jadi beralasan jika dikatakan, di mana ada 
masalah lingkungan maka disitu ada manusia.18 Terhadap masalah-masalah 
lingkungan seperti pencemaran, banjir, tanah longsor, gagal panen karena hama, 
kekeringan, punahnya berbagai spesies binatang langka, lahan menjadi tandus, gajah 
dan harimau mengganggu perkampungan penduduk, dan lain-lainnya, dalam rangka 
sistem pencegahan (preventif) dan penanggulangan (repressive) yang dilakukan untuk 
itu tidak akan efektif jika hanya ditangani dengan paradigma fisik, ilmu pengetahuan 
dan teknologi atau ekonomi.
Hukum lingkungan Indonesia berkembang semenjak zaman penjajahan 
pemerintahan Hindia Belanda, tetapi hukum lingkungan pada masa itu bersifat atau 
berorientasi pemakaian. Hukum lingkungan Indonesia kemudian berubah sifatnya 
menjadi hukum yang berorientasikan tidak saja pada pemakaian, tetapi juga 
pelindungan. Dalam hukum lingkungan Indonesia, kita tidak dapat melepaskan diri 
dari sejarah pada masa pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia, di mana pada 
masa itu juga terdapat hukum lingkungan, akan tetapi hukum lingkungan pada masa 
penjajahan masih berbentuk hukum lingkungan klasik yang ditandai dengan sifat 
sektoralnya dan berorientasi pemakaian.19
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Dampak pencemaran lingkungan tidak hanya berpengaruh dan berakibat pada 
perusakan lingkungan alam saja, akan tetapi berakibat dan berpengaruh pula terhadap 
kehidupan tanaman, hewan dan juga manusia. Kalau lingkungan alam telah tercemar 
sudah barang tentu tanaman yang tumbuh dilingkungan tersebut akan ikut tercemar, 
demikian pula dengan hewan hewan yang hidup disitu.20
Penjatuhan sanksi pidana terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan 
hidup dari sisi hubungan antara Negara dan masyarakat adalah sangat diperlukan 
karena tujuannya adalah untuk menyelamatkan masyarakat dan lingkungan hidup dari 
perbuatan yang dilarang dan perbuatan yang diharuskan atau kewajiban yang 
dilakukan para pelaku pembangunan.21
Kehidupan alam dalam pandangan Islam berjalan diatas prinsip keselarasan dan 
keseimbangan. Alam semesta berjalan atas dasar pengaturan yang serasi dan dengan 
perhitungan yang tepat. Sekalipun di dalam alam ini tampak seperti unit-unit yang 
berbeda. Semuanya berada dalam satu sistem kerja yang saling mendukung, saling
terkait, dan saling tergantung satu sama lain. Artinya, apabila ada satu unit atau 
bagian yang rusak pasti menyebabkan unit atau bagian lain menjadi rusak pula. 
Prinsip keteraturan yang serasi dan perhitungan yang tepat semacam ini seharusnya 
menjadi pegangan atau landasan berpijak bagi manusia dalam menjalani kehidupan di 
muka bumi ini. Dengan demikian, segenap tindakan manusia harus didasarkan atas 
                                                  
20Muhammad Akib, Politik Hukum Lingkungan, Dinamika dan Refleksinya dalam Produk 
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perhitungan-perhitungan cermat yang diharapkan dapat mendukung prinsip 
keteraturan dan keseimbangan tersebut.
Dalam kaitan ini, M. Quraish shihab menyatakan bahwa al- Quran sejak dini 
memperkenalkan istilah sakhkhara  yang maknanya bermuara kepada kemampuan 
meraih dengan mudah dan sebanyak yang dibutuhkan segala sesuatu yang dapat 
dimanfaatkan dari alam raya melalui keahlian di bidang tehnik.22 Dalam fiqh terdapat 
ketentuan dasar bahwa semua mahluk mempunyai status hukum muhtaram, bukan 
dalam arti terhormat, tetapi harus dilindungi eksistensinya/ jika makhluk hidup, maka 
siapapun terlarang membunuhnya. Jika makhluk tak bernyawa, maka siapapun 
terlarang merusak binasakannya.23 Dengan kata lain, semua mahluk harus dilindungi 
hak kepriadaannya. Eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam dilihat 
sebagi penyebab utama terjadinya bencana alam seperti longsor maupun banjir di 
Indonesia dalam kurun waktu setahun terakhir ini. Bencana alam ini tidak hanya telah 
mengakibatkan ratusan manusia kehilangan nyawa, tetapi ribuan manusia kehilangan 
nyawa juga kehilangan tempat tinggal mereka. Bencana lingkungan seperti tsunami, 
tanah longsor, lumpur, dan gempa adalah sederet bencana yang silih berganti. Tetapi, 
bencana-bencana tersebut tidak selamanya disebabkan faktor alam. Banjir dan tanah 
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Makassar, 2005), h. 13.
23 A.Qadir Gassing, Fiqih Lingkungan, h. 13.
12
lonsor misalnya, merupakan bencana yang tidak bisa dipisahkan dengan faktor 
manusia yang kurang ramah dengan alam dan lingkungannya sendiri.24
Dalam pelajaran ekologi manusia, kita dikenalkan pada teori tentang 
hubungan manusia dengan alam, salah satunya adalah anthrophosentis. Di sana 
dijelaskan mengenai hubungan manusia dan alam. Dimana manusia menjadi pusat 
dari alam. Maksudnya semua yang ada di alam ini adalah untuk manusia. Ajaran 
Islam menawarkan kesempatan untuk memahami Sunnatullah serta menegaskan 
tanggung jawab manusia.25
Ajaran Islam tidak hanya mengajarkan untuk mengambil manfaat dari sumber 
daya alam, tetapi juga mengajarkan aturan main dalam pemanfaatannya di mana 
kesejahteraan bersama yang berkelanjutan sebagai hasil keseluruhan yang diinginkan. 
Salah satu Sunnah Rasulullah saw. menjelaskan bahwa setiap warga masyarakat 
berhak untuk mendapatkan manfaat dari suatu sumber daya alam milik bersama untuk 
memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya sepanjang tidak melanggar, menyalahi 
atau menghalangi hak-hak yang sama yang juga dimiliki oleh orang lain sebagai 
warga masyarakat. Penggunaan sumber daya yang langka atau terbatas harus diawasi 
dan dilindungi.26
                                                  
24Mary Evelyn Tucker, John A. Grim, Agama Filsafat, dan Linkungan Hidup (Yogyakarta: 
Kanisius, 2003), h. 99.
25Mary Evelyn Tucker, John A. Grim, Agama Filsafat, dan Linkungan Hidup, h. 99.
26A.Qadir Gassing, Fiqih Lingkungan (Makassar: Fakultas Syari’ah IAIN/UIN Alauddin
Makassar, 2005), h, 15.
13
Agama dan lingkungan, membentuk pandangan baru terhadap alam, misalnya 
pamahaman kontekstual kitab-kitab suci dan tradisi religius keagamaan tentang alam, 
meningkatkan kesadaran untuk membangun basis untuk aksi, baik melalui fiqh
lingkungan/teologi lingkungan, pemuka agama, dan lembaga keagamaan. Islam 
menekankan umatnya yang menjaga kelestarian lingkungan dan berlaku arif terhadap 
alam.27 Atas dasar keterkaitan makhluk yang satu dengan yang lainnya dalam satu 
sistem kehidupan ini terbentuk suatu sistem kehidupan yang disebut ekosistem. Ciri-
ciri adanya ekosistem adalah berlangsungnya pertukaran dan transformasi energi 
yang sepenuhnya berlangsung di antara berbagai komponen dalam sistem itu sendiri 
atau dengan sistem lain di luarnya.
Allah mengisahkan kasus Nabi Adam as. Adam telah diberi peringatan oleh 
Allah untuk tidak mencabut dan memakan buah khuldi. Namun, ia melanggar 
larangan itu. Akhirnya, Adam terusir dari surga. Karena Adam telah merusak ekologi 
surga, ia terlempar kepadang yang tandus, kering, panas dan gersang. Doktrin ini 
mengingatkan manusia agar sadar terhadap persoalan lingkungan dan berikhtiar 
memelihara ekosistem alam.28
Nabi saw. menjelaskan tentang pengelolaan tanah, sebagaimana dalam 
haditsnya:
                                                  
27Mary Evelyn Tucker, John A. Grim, Agama Filsafat, dan Linkungan Hidup (Yogyakarta: 
Kanisius, 2003), h. 85.
28Muhammad Akib, Politik Hukum Lingkungan, Dinamika dan Refleksinya dalam Produk 
Hukum Otonomi Daerah (Jakarta:Rajawali Pers, 2012), h. 137.
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 ُﺮِﺟاَُﺆﻧ اُْﻮﻟﺎََﻘﻓ , َْﲔِﺿَرَا ُلْﻮُُﻀﻓ ﺎҧِ̲ﻣ ٍلﺎ َˡ ِﺮِﻟ َْﺖﻧَﰷ : َلَﺎﻗ ,ﲈﳯﻋ ﷲ ﴇر ِﷲ ِﺪْﺒَﻋ ِﻦْˊ ا ِﺮِˊ ﺎَˡ  ُْﺚﯾِﺪ َ˨ ﺎَﻫ
 َ˭ َا ﺎَﻬْﺤَﻨْﻤَﯿِﻟْوَا ﺎَﻬْﻋَر َْْﲒَﻠﻓ ٌضْرَا َُࠀ َْﺖﻧَﰷ ْﻦَﻣ : .م.ص Ҩِﱮҧﻨﻟا َلﺎََﻘﻓ ,ِﻒّْﺼِﻨﻟاَو ُِﻊﺑҨﺮﻟاَو ُِﺚﻠҨﺜﻟԴِ     ْنҮ
َﺎﻓ ُﻩﺎ.
Artinya:
“ Hadist Jabir bin Abdullah r.a. dia berkata : Ada beberapa orang dari 
kami mempunyai simpanan tanah. Lalu mereka berkata: Kami akan sewakan 
tanah itu (untuk mengelolahnya) dengan sepertiga hasilnya, seperempat dan 
seperdua. Rosulullah S.a.w. bersabda: Barangsiapa ada memiliki tanah, maka 
hendaklah ia tanami atau serahkan kepada saudaranya (untuk dimanfaatkan), 
maka jika ia enggan, hendaklah ia memperhatikan sendiri memelihara tanah itu. “ 
(HR. Imam Bukhori dalam kitab Al-Hibbah).29
Menurut Al-Syaukani, al-fasad, berarti kerusakan, kerusakan yang di maksud 
di sini bersifat umum, baik karena perbuatan manusia sendiri seperti perbuatan 
maksiat kepada allah, pemutusan hubungan kekeluargaan penganiayaan dan 
pembunuhan antara sesama manusia atau dalam bentuk bencana-bencana alam seperti 
kemarau, berkurangnya hasil panen, sampai kepada gempa bumi dan banjir. 
Sedangkan kasab adalah setiap usaha manusia yang disertai kesengajaan dan 
kesungguhan unyuk mencapai hasil.30
Selagi lingkungan hidup masih tercemar, maka kita semua terus berdosa. Jika 
fardhu kifayah belum tuntas, maka usaha/ikhtiar untuk memenuhi kewajiban itu tidak 
boleh berhenti. Dosa yang paling besar ditanggung oleh pelaku pengrusakan dan 
pencemaran lingkungan hidup, pemerintah dan pada tingkatan terakhir anggota 
masyarakat. Kenapa masyarakat juga berdosa? Karena masyarakat juga berkewajiban 
                                                  
29Muhammad bin Isma,‘i,l Abu, ‘Abdillah al-Buka,ri, al-Ju‘fi,, Sah}i,h} al-Buka,ri,, (Lidwa 
Pustaka Software, 2010).
30 N. H. T. Siahaan, Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan (Jakarta: Erlangga, 
2004), h. 4.
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untuk mencegah, mengingatkan, memelihara dan memberikan keteladanan yang baik 
dalam pelestarian lingkungan hidup.31
Lingkungan adalah semua faktor, fisik dan biologis yang secara langsung 
berpengaruh terhadap ketahanan hidup, pertumbuhan, perkembangan dan reproduksi 
organisme. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, 
keadaan dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang 
mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta 
makhluk hidup lain. 32 Lingkungan fisik meliputi benda dan daya, lingkungan biologi 
meliputi manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan, lingkungan sosial meliputi manusia 
dan prilakunya dan lingkungan institusional meliputi lembaga-lembaga yang dibentuk 
masyarakat. Manusia hanya salah satu unsur dalam lingkungan hidup, tetapi 
perilakunya akan mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan 
manusia serta makhluk hidup lain. Makhluk hidup yang lain termasuk binatang 
tidaklah merusak, mencemari, atau menguras lingkungan.
Manusia hanya dapat hidup dan melanjutkan kehidupannya karena adanya 
tumbuhan, makhluk hidup yang lain, dan jasad perombak. Sebaliknya alam dengan 
tumbuhan, makhluk hidup lain, dan jasad perombak dapat hidup terus tanpa adanya 
manusia, bahkan mungkin akan lebih kekal, karena manusialah yang melakukan 
                                                  
31 Ahmad Rofiq,  Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998),  h. 
15.  
32Muhammad Akib, Politik Hukum Lingkungan, Dinamika dan Refleksinya dalam Produk 
Hukum Otonomi Daerah, h. 85.
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perusakan lingkungan.33 Dengan demikian manusia seharusnya berusaha dengan 
segala daya dan dana agar lingkungan yang sehat dan serasi tetap terpelihara bahkan 
meningkat menjadi lebih baik dan lebih indah. Kerusakan sudah terjadi, hendaknya 
segera diperbaiki sebelum keadaan bertambah parah. Salah satu upayanya adalah 
pemaksaan dan imbauan kepada masyarakat agar menjaga, memlihara lingkungan 
yang baik dan sehat, serta lestari. Untuk itu diperlukan penciptaan perangkat 
peraturan hukum yang baik dan lengkap, disertai penerapan dan penegakkan yang 
baik dengan aparat penegak yang cakap, jujur, dan mengutamakan kepentingan 
umum daripada kepentingan diri atau golongannya. Mengutamakan kenikmatan di 
masa depan daripada kenikmatan sesaat di masa kini. 34
Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan karunia Tuhan Yang Maha 
Esa yang diberikan kepada seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Karenanya hak 
untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah sama bagi semua 
manusia bahkan mahluk hidup yang ada didunia. Dibalik kesamaan hak tersebut,
tentunya adalah kewajiban semua manusia juga untuk menjaga dan melestarikan 
fungsi lingkungan hidup ini.35 Kewajiban disini menjurus kepada semua tindakan, 
usaha, dan kegiatan yang dilakukan oleh manusia baik secara individu maupun secara 
berkelompok guna menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Hal ini perlu dan 
                                                  
33Arya Wisnu Wardhana, Dampak Pencemaran Lingkungan, (Yogyakarta: Andi, 2001) h. 37.
34Ahmad Rofiq,  Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998),  h. 13.  
35Mary Evelyn Tucker, John A. Grim, Agama Filsafat, dan Linkungan Hidup (Yogyakarta: 
Kanisius, 2003), h. 95.
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wajib untuk dilaksanakan karena kondisi lingkungan hidup dari hari ke hari semakin 
menunjukkan penurunan kualitas yang cukup signifikan. Tidak hanya terjadi di 
Indonesia saja, masalah pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup telah 
menjelma menjadi sebuah isu global yang diyakini secara Internasional.36
Kondisi ini tentu saja memaksa tiap-tiap negara didunia untuk memberikan 
kadar perhatian yang lebih dari biasanya terhadap masalah pencemaran dan 
pengrusakan Lingkungan Hidup ini. Salah satu cara yang dilakukan oleh dunia 
Internasional adalah melalui bentuk-bentuk kerjasama antar negara termasuk 
mengadakan pertemuan-pertemuan Internasional terkait dengan masalah Lingkungan 
Hidup. Dimulai dengan pertemuan Stockholm 1972 sampai dengan saat ini, dunia 
Internasional telah sepakat menempatkan masalah Lingkungan Hidup sebagai salah 
satu permasalahan Internasional yang mendesak untuk diselesaikan. 
Sebagian pakar berpendapat bahwa timbulnya masalah-masalah lingkungan 
hidup disebabkan oleh tata nilai yang berlaku menempatkan kepentingan manusia 
sebgai pusat dari segala-galanya dalam alam semesta. Karena memang dampak yang 
diberikan sebagai akibat dari pengrusakan dan pencemaran Lingkungan Hidup ini 
telah mulai dirasakan oleh jutaan umat manusia didunia dan hal ini juga diyakini akan 
berdampak sangat buruk pada generasi dunia dimasa mendatang. Kerusakan 
Lingkungan Hidup memang dapat terjadi secara alami dalam bentuk bencana dan 
sebagainya, namun juga dapat terjadi sebagai akibat dari ulah manusia yang tidak 
                                                  
36Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara (Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta, 
2008), h. 43.
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mau dan tidak mampu untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidupnya 
sendiri.37
Kondisi ini disebabkan karena pada kenyataannya masih banyak sekali 
ditemukan berbagai pencemaran dan pengrusakan Lingkungan Hidup yang terjadi di 
negara kita ini. Untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan terhadap pihak 
yang telah melakukan pencemaran dan pengrusakan Lingkungan Hidup tersebut 
dilakukan melalui jalur hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
ada dan berlaku di negara Indonesia.38 Dalam hukum negara Indonesia sendiri, 
masalah sengketa Lingkungan Hidup dapat diselesaikan dengan beragam cara.
Dimulai dari penyelesaian melalui jalur peradilan maupun diluar jalur peradilan, 
mulai dari pelanggaran secara pidana sampai dengan bentuk-bentuk pelanggaran yang 
dilakukan secara Perdata. Beragam cara ini memberikan kesempatan dan pilihan 
kepada warga negara untuk menentukan proses hukum terkait dengan berbagai 
bentuk kegiatan pencemaran dan pengrusakan Lingkungan.39
Masalah yang muncul dalam Lingkungan Hidup merupakan masalah yang 
sangat fundamental, masalah yang berawal pada satu titik kecil permasalahan namun 
berdampak besar. Maka, untuk meminimalisir permasalahan tersebut perlu 
diciptakannya produk hukum yang berperan sebagai instrumen yang melindungi 
                                                  
37N. H. T. Siahaan, Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan (Jakarta: Erlangga, 2004), 
h. 74.
38 Arya Wisnu Wardhana, Dampak Pencemaran Lingkungan, (Yogyakarta: Andi, 2001) h. 39.
39Otto Soemarwoto, Atur Diri Sendiri Paradigma Baru Pengolahan Lingkungan Hidup
(Yogyakarta: Gadjah Mada University press, 2004), h. 5.
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komponen-komponen Lingkungan Hidup. Berbicara mengenai produk hukum tidak 
bisa dilepaskan dengan politik hukum dalam perspektif hukum lingkungan, 
kesejahteraan yang menjadi tujuan ari hukum nasional tidak cukup hanya dilandaskan 
pada prinsip negara hukum dan demokrasi, tetapi juga harus dilandaskan pada 
prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan. Jika tidak, maka kesejahteraan yang dicapai 
tidak akan mampu bertahan lama karena sumber daya alam (SDA) sebgai salah satu 
elemen pembangunan tidak dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.40
Banyak negara yang kaya akan sumber daya alam, tetapi karena politik 
hukum pengelolaannya tidak benar maka rakyatnya tetap miskin. Dibeberapa negara 
yang memiliki kelimpahan sumber daya alam justru terjerumus dalam jurang 
kemiskinan yang dalam. Realitas ini memberikan pemahaman bahwa politik hukum 
lingkungan tidak boleh diabaikan baik dalam perumudan maupun dalam pelaksanaan 
kebijakan lain yang terkait dengan lingkungan hidup.41
Berbagai cara telah diupayakan oleh pemerintah termasuk dengan 
memperbaiki instrument-instrumen hukum terutama yang terkait dengan 
LingkunganHidup.Salah satu produk hukum terbaru yang disahkan oleh pemerintah 
adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang yang mulai berlaku sejak Oktober 
2009 dan tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
                                                  
40 Sukanda Husin, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 
87.
41 Sukanda Husin, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, h. 87.
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140 ini menggantikan peran dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang 
Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 ini diyakini 
memiliki tingkat kelengkapan dan pembahasan yang lebih komprehensif jika 
dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997, ini dikarenakan masih 
banyak celah-celah hukum yang ditinggalkan oleh Undang-Undang Nomor 23 tahun 
1997 tersebut.Salah satu hal yang paling dinanti dari penerapan Undang-Undang 
Nomor 32 tahun 2009 ini adalah pada konteks penyelesaian masalah pencemeran dan 
pengrusakan Lingkungan Hidup, tentang bagaimana bentuk penyelesaiannya sampai 
dengan berbagai ancaman pidana terhadap para pelanggarnya.42
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan 
sebelumnya, maka yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah 
bagaimana sanksi pidana terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan hidup 
menurut hukum Islam dan undang-undang nomor 32 tahun 2009? , dan dijabarkan 
kedalam beberapa sub masalah, sebagai berikut:
1. Bagaimanakah analisis Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang 
pencemaran dan perusakan lingkungan hidup ?
2. Bagaimanakah sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran dan perusakan 
lingkungan hidup ?
                                                  
42UU RI No.32 tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140.
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3. Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap pencemaran dan perusakan 
lingkungan hidup ?
C. Pengertian Judul 
1. Pengertian judul dan ruang lingkup penelitian
Agar tidak terjadinya kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian ini, 
maka perlu dideskripsikan pengertian judul “ Sanksi Pidana Terhadap Pelaku 
Pencemaran Dan Perusakan lingkungan Hidup Menurut Hukum Islam dan Undang 
Undang Nomor 32 Tahun 2009 “
a. Sanksi adalah ancaman hukuman, suatu alat pemaksa guna ditaatinya suatu 
kaidah, Undang -Undang dan norma hukum.43
b. Pidana adalah hukum publik yang mengancam perbuatan yang melanggar hukum 
dengan pidana atau hukuman.44
c. Pencemaran lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 
adalah masuknya atau dimasukkannya mahluk hidup, zat, energi atau komponen 
lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun 
sampai ketingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat 
berfungsi sesuai dengan peruntukannya.45
                                                  
43Marwan, Jimmy, Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition (Surabaya: Reality 
Publisher, 2009), h. 552.
44Marwan, Jimmy, Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition, h. 510.
45Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata Lingkungan, h. 539.
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d. Perusakan lingkungan hidup menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 
adalah tindakan-tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak 
langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayati lingkungan hidup yang ditenggang.46
e. Lingkungan hidup menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah 
kesatuan ruang, dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, 
termasuk manusia dan perlakunya, yang mempengaruhi kelangsungan peri 
kehidupan dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya.47
f. Lingkungan hidup adalah semua benda, daya dan kondisi yang terdapat dalam 
suatu tempat atau ruang tempat manusia atau mahluk hidup berada dan dapat 
mempengaruhi hidupnya.48
g. Istilah hukum islam merupakan istilah khas indonesia, sebagai terjemahan al-fiqh 
al-islami. Istilah ini dalam wacana ahli hukum berat digunakan islamic law. 
Dalam al-quran maupun al-sunnah. Istilah al-islam tidak dijumpai. Yang 
digunakan adalah kata syari’at yang dalam penjabarannya kemudian lahir istilah 
fiqh.49
                                                  
46Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata Lingkungan, h. 540.
47Republik Indonesia, Undang-Undang RI  Nomor 32 Tahun 2009 Tentang  Perlindungan  
dan Pengelolaan Lingungan Hidup, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 5.
48N. H. T. Siahaan, Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan (Jakarta: Erlangga, 2004), 
h. 14.
49Drs, ahmad rofiq,M.A,Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1998),  
h. 3.  
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Secara yuridis lingkungan hidup berdasarkan undang-undang No 32 tahun 
2009 diartikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan, dan 
makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu 
sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup 
lainnya.50
2. Ruang lingkup penelitian
Adapun ruang lingkup penelitian ini hanya mencakup sanksi pidana terhadap 
pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup menurut hukum islam dan 
undang undang yag mengaturnya.
D. Kajian Pustaka
Kajian umum terhadap pokok pembahasan dalam skripsi ini mengacu pada 
beberapa referensi buku yang dianggap bermanfaat sebagaimana wacana yang 
diangkat di dalamnya dan sesuai dengan teori-teori yang dikategorikan perlu untuk 
memperkuat wacana dominan dalam skripsi ini.
1. Koesnadi Hardjasoemantri, dalam bukunya Hukum Tata Lingkungan. Buku ini 
menjelaskan tentang lingkungan hidup di Indonesia dari sudut masalah dan 
kebijaksanaan serta langkah-langkah yang diambil dibidang lingkungan hidup 
serta meninjau pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia dari sudut 
perkembangan peraturan perundang-undangan. buku ini tidak menjelaskan 
tentang sanksi pidana mengenai lingkungan hidup .
                                                  
50 R. M. Gatot P. Soemartono, Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia (Jakarta: Sinar 
Grafika: 1991), h. 56.
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2. Sukanda Husin, S.H., LL.M, dalam bukunya Penegakan Hukum Lingkungan 
Indonesia. Buku ini menguraikan sejarah ringkas hukum lingkungan di 
Indonesia serta pencegahan dan pengendalian pencemaran disini dibagi 
berdasarkan media lingkungan, yang dimulai dengan pencemaran udara, air, 
tanah, dan laut kemudian bahasan diikuti tentang pengaturan perlindungan 
keanekaragaman dan perlindungan hutan serta macam-macam pendekatan 
penataan dalam hukum lingkungan buku ini tidak menjelaskan masalah air, 
tanah, udara dan laut secara keseluruhan.
3. N. H. T. Siahaan, bukunya edisi kedua hukum Lingkungan dan Ekologi 
Pembagunan. Buku ini menjelaskan tentang ketentuan dan pokok pokok 
lingkungan hidup secara spesifik, namun memperoleh kesan yang menyeluruh 
tentang pokok pokok yang di sajikan dengan senantiasa menengok kepada 
ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat pada Undang-undang Nomor 32 
Tahun 2009. Di dalam buku ini tidak menjelaskan Undang undang secara 
menyeluruh.
4. Otto Soemarwoto, dalam bukunya Paradigma Baru Pengolalaan Lingkungan 
Hidup. Buku ini menjelaskan semua kegiatan manusia mempunyai dampak 
pada lingkungan hidup, sejak awal perkembangan budayanya manusia yang 
telah berusaha mengelola dampak kegiatan manusia pada lingkungan hidup. Di 
dalam buku ini tidak menjelaskan mengenai  sanksi pidana yang dilakukan 
manusia mengenai dampak lingkungan hidup. 
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5. Wisnu Arya Wardhana, dalam bukunya dampak pencegahan pencemaran 
lingkungan. Buku ini menjelaskan mengenai alam untuk mendukung kehidupan 
manusia dan berkurangnya daya dukung alam untuk mendukung kehidupan 
manusia. Buku ini tidak menjelaskan Undang undang lingkungan hidup.
6. Darmono, dalam bukunya lingkungan hidup dan pencemaranya. Buku ini 
menjelaskan mengenai lingkungan tempat kita hidup yang sangat 
mempengaruhi kualitas hidup kita, beberapa komponen yang sangat erat dalam 
kehidupan kita dan sangat peka terhadap pencemaran hal ini erat hubungannya 
aktivitas manusia untuk mengejar kehidupan manusia. Buku ini tidak 
memberikan contoh dampak lingkungan hidup di sekitar kita.
7. Badan Penelitian dan Pengembangan Agama ( Depertemen Agama R. I ) dalam 
bukunya Islam Untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Lingkungan 
Hidup. Buku ini menjelaskan mengenai pengembangan ilmu pengetahuan dan 
lingkungan hidup Islam tentang pengembangan pengetahuan yang berhubungan 
dengan islam secara keseluruhan. Buku ini tidak menjelaskan dalil mengenai 
pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
E. Metedologi Penelitian
Penelitian dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukannya 
sedekadar mengamati suatu objek yang terpegang. Metodologi penelitian merupakan 
sekumpulan peraturan, kegiatan dan prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu 
disiplin ilmu. Metodologi penelitian merupakan penyelidikan yang sistematis untuk 
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meningkatkan sejumlah pengetahuan, juga merupakan suatu usaha yang sistematis 
dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban.
1. Jenis Penelitian
Penelitian yang penulis lakukan dalam penyusunan skripsi ini termasuk ke 
dalam penelitian kepustakaan (library research), yaitu dengan cara melakukan 
penelitian terhadap sumber-sumber tertulis yang menggambarkan secara sistematis, 
normatif, dan akurat terhadap objek yang menjadi pokok permasalahan. Dalam 
penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dokumen atau sumber tertulis seperti buku, 
majalah, jurnal dan lain-lain.
2. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis 
normatif, dimana pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang mengkaji 
permasalahan hukum pidana positif kemudian menyelesaikan permasalahan tersebut 
dalam hukum Islam.
3. Sumber Data
Dalam proses penelitian ini, karena jenis penelitian ini adalah library research, 
maka pada tahap pengumpulan data menggunakan bahan-bahan pustaka 
tentang sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup 
menurut hukum islam dan Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 yang relevan dan 
representatif.
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a. Data Primer
Sebagai data primer dalam penelitian ini adalah al-Qur’an dan al-Hadits yang 
merupakan sumber Hukum Islam, dan KUHP serta beberapa peraturan perundang-
undangan yang mengatur tentang lingkungan hidup.
b. Data Sekunder
Data sekunder adalah buku-buku atau bahan pustaka lainnya yang berkaitan 
dengan bahasan pelaku dan perusakan lingkungan hidup menurut hukum Islam.
4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data
a. Teknik pengolahan data
Pengolahan data secara sederhana diartikan sebagai proses mengartikan data-
data lapangan sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian. Metode 
pengolahan data dalam penelitian ini adalah:
1) Identifikasi data adalah pengenalan dan pengelompokan data sesuai dengan 
judul skripsi yang memiliki hubungan yang relevan. Data yang diambil adalah 
data yang berhubungan dengan judul skripsi.
2) Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan 
pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya sehingga mudah untuk 
dipahami oleh pembaca. Dengan demikian data yang telah direduksi akan 
memberikan gambaran yang lebih jelas.
3) Editing data adalah pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan untuk 
mengetahui relevansi dan keabsahan data yang akan dideskripsikan dalam 
menemukan jawaban permasalahan.
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b. Analisis data
Teknik analisis data bertujuan untuk menguraikan dan memecahkan masalah 
berdasarkan data yang diperoleh.  Setelah data berhasil dikumpulkan dari berbagai 
sumber, baik dari hasil interview, buku-buku dan kitab-kitab. Kemudian penulis 
membaca dan meganalisa data tersebut. Berdasarkan data yang diperoleh untuk 
menyusun dan menganalisa data-data yang terkumpul dipakai metode Analisis 
Komparatif yaitu menguraikan dari sumber yang satu kemudian menguraikan sumber 
lainnya juga kemudian keduanya dihadapkan untuk dikomparasikan atau 
diperbandingkan yang kemudian diambil suatu kesimpulan. Metode Analisis 
Komparatif ini akan peneliti gunakan untuk menganalisis sanksi pidana terhadap 
pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup menurut hukum Islam dan 
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009.
F. Tujuan Dan Kegunaan
1. Tujuan penelitian
Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:
a. Untuk mengetahui sanksi pidana perusakan dan pencemaran lingkungan menurut 
hukum Islam dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009.
b. Untuk mengetahui faktor-faktor terjadinya perusakan lingkungan.
2. Kegunaan penelitian
a. Kegunaan Teoretis
Secara teoritis penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah wawasan 
pengetahuan menegnai sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran dan perusakan 
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lingkungan hidup menurut Hukum Islam dan Undang-undang 32 Tahun 2009. 
Penelitian ini  memberikan tambahan pengetahuan dan gambaran mengenai realitas 
penerapan hubungan hukum khususnya hukum pidana dan hukum Islam.
b. Kegunaan Praktis
1) Untuk memberikan tambahan pengetahuan mengenai sanksi pidana pelaku 
pencemaran dan perusakan lingkungan hidup menurut Undang-undang Nomor 
32 Tahun 2009 yang saat ini semakin marak dikalangan masyarakat.
2) Memberikan pemasukan pemikiran dalam bidang hukum pidana mengenai 
kekuatan hukum berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 menengai 
pelaku dan pencemaran lingkungan hidup, sehingga para penegak hukum 
memperoleh kebenaran materil dan menegakkan keadilan.
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BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG PENCEMARAN DAN 
PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
A. Istilah lingkungan
1. Istilah umum tentang Lingkungan 
Pengunaan istilah “lingkungan” seringkali digunakan secara bergantian dengan 
istilah “lingkungan hidup”. Kedua istilah tersebut meskipun secara harfiah dapat 
dibedakan, tetapi pada umumnya digunakan dengan makna yang sama, yaitu dalam 
lingkungan dalam pengertian yang luas, yang meliputi lingkungan fisik, kimia, 
maupun biologi (lingkungan hidup manusia, lingkungan hidup hewan dan lingkungan 
hidup tumbuhan). Lingkungan hidup juga memiliki makna yang berbeda dengan 
ekologi, ekosistem, dan daya dukung lingkungan. Kendati demikian, ketiga hal yang 
disebutkan terakhir tidak dapat dipisahkan dari pengertian lingkungan atau 
lingkungan hidup.1
Berdasarkan pengertian dalam undang-undang tersebut, jelas bahwa lingkungan 
hidup terdiri atas dua unsur atau komponen yaitu unsur atau komponen (abiotik). 
Diantara unsur-unsur tersebut terjadi hubungan timbal balik,saling mempengaruhi 
dan ada ketergantungan satu sama lain. Makhluk hidup yang satu berhubungan secara 
timbal balik, dengan makhluk hidup lainnya dan dengan benda mati (takhidup) di 
                                                          
1Arya Wisnu Wardhana, Dampak Pencemaran Lingkungan (Yogyakarta: Andi, 2001) h. 37.
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lingkungannya. Adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan 
lingkungannya menunjukkan bahwa makhluk hidupdalam kehidupan selalu 
berinteraksi dengan lingkungan di mana ia hidup. Makhluk hidup akan 
mempengaruhi lingkungannya, dan sebaliknya perubahan lingkungan akan 
mempengaruhi pula kehidupan makhluk hidup. Ilmu yang mempelajari hubungan 
timbal balik tersebut dinamakan ekologi.2
Oleh karena itu, permasalahan lingkungan hidup pada hakikatnya adalah 
permasalah ekologi. Inti permasalah lingkungan hidup ialah hubungan timbal balik 
antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Apabila hubungan timbal balik antara 
makhluk hidup dengan lingkungannya berjalan secara teratur dan merupakan satu 
kesatuan yang paling mempengaruhi, maka terbentulah suatu ekosistem ekologi.3
Karena lingkungan terbentuk atas komponen hidup dan tak hidup yang berinteraksi 
secara teratur sebagai suatu kesatuan dan saling mempengaruhi satu sama lain.
Secara mendasar, lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik dan non  
fisik, yang cakupanya meliputi segala hal dan keadaan yang meliputi eksistensi 
manusia dan sekitarnya pada akhirnya mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan 
manusia itu sendiri. Sebagai siratkan oleh undang-undang lingkungan hidup 
Indonesia yang memandang lingkungan (hidup) adalah kesatuan ruang dan semua 
benda, daya, keadaan, makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang 
                                                          
2Hardjasoemantri Koesnadi, Hukum Tata Lingkungan (Yogyakarta: Gadjah Mada University 
Press, 2009), h. 78.
3Daud Silalahi, Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia 
(Bandung: Alumni, 1992), h. 18.
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mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan 
manusia serta makhluk hidup lainnya.4
Berdasarkan pada pengertian tersebut diatas, maka keadaan kualitas lingkungan 
manusia dan perilakunya yang dapat mempengaruhi, baik alam itu sendiri, 
kelangsungan peri kehidupan maupun kesejahteraan makhluk hidup lainnya. Isu 
tentang lingkungan, menjadi topik yang ramai dibicarakan baik dalam skala nasional 
maupun internasional, berbagai pertemuan diselenggarakan guna membahas keadaan 
lingkungan yang dibarengi pula oleh berbagai usaha-usaha untuk menjaga eksistensi 
lingkungan hidup. Hal yang memang sewajarnya sudah dilakukan, sebab dari tahun 
ke tahun laju degradasi lingkungan yang ditandai oleh semakin menipisnya 
persediaan sumber daya alam serta timbulnya berbagai permasalahan lingkungan 
sudah barang tentu akan bermuara pada ancaman pada kelangsungan peri kehidupan 
manusia dan makhluk lainnya.
2. Istilah Umum Tentang Lingkungan Menurut Islam
Konsep Islam tentang lingkungan dalam pengertian luas merupakan upaya 
untuk merevitalisasi misi asal ekologi. Misi asal ekologi adalah untuk mengkaji 
keterhubungan timbal balik antar komponen dalam ekosistem. Dalam hal ini tidak 
terbatas hanya komponen manusia dan ekosistemnya, melainkan seluruh komponen 
dalam ekosistem.5 Dengan demikian, visi Islam tentang lingkungan adalah visi 
                                                          
4Republik Indonesia, Undang-Undang No.32 Tahun Tentang Perlindungan Dan Pengeloaan 
Llingkungan Hidup, Pasal 1
5N. H. T. Siahaan, Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan (Jakarta: Erlangga, 2004), 
h. 4.
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lingkungan yang utuh menyeluruh, holistik integralistik. Visi lingkungan yang 
holistik integralistik diproyeksikan mampu menjadi garda depan dalam 
pengembangan kesadaran lingkungan gunamelestarikan keseimbangan ekosistem. 
Sebab seluruh komponen dalam ekosistem diperhatikan kepentingannya secara 
proporsional tidak ada yang dipentingkan dan tidak ada pula yang diterlantarkan oleh 
visi lingkungan Islam yang holistik integralistik.6
Pelestarian merupakan upaya mengabadikan, memelihara dan melindungi 
sesuatu dari perubahan dan menjaga keberadaannya karena dilandasi rasa kasih dan 
sayang. Dengan demikian pelestarian lingkungan berarti menjaga keberadaan 
lingkungan karena dilandasi rasa cinta dan kasih sayang. Sedangkan secara 
terminologis, makna fungsional ekologis kelompok kata pelestarian lingkungan, 
ishlah al-hayah, dimaksudkan sebagai istilah yang memiliki arti spesifik yakni 
pelestarian terhadap daya dukung lingkungan yang dapat menopang secara 
terlanjutkan pertumbuhan dan perkembangan yang diupayakan oleh pembangunan.7
Perubahan tersebut ada yang direncanakan dan ada yang tidak direncanakan. 
Perubahan lingkungan yang direncanakan lazim dikenal dengan istilah pembangunan. 
Dengan demikian, pembangunan hakikatnya adalah pengelolaan perubahan 
lingkungan yang dilakukan oleh manusia dengan tujuan untuk mengurangi resiko 
                                                                                                                                                                     
6Satjipto Rahardjo, Analisis AMDAL dalam UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Bandung: Binacipta, 2009), h. 98.
7Muhammad Akib, Politik Hukum Lingkungan, Dinamika dan Refleksinya dalam Produk 
Hukum Otonomi Daerah (Jakarta:Rajawali Pers, 2012), h. 135.
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negatif lingkungan dan memperbesar manfaat dan daya dukung lingkungan.8 Islam 
memiliki sistem keyakinan yang cukup jelas bahwa Allah swt telah menjadikan 
sumber daya alam dan lingkungan daya dukung bagi kehidupan. Fakta spiritual 
menunjukkan bahwa Allah swt telah memberikan fasilitas daya dukung lingkungan 
bagi kehidupan manusia.9 Oleh karena itu, secara teologis berpeluang dinyatakan 
bahwa ekoteologi Islam meyakini pelestarian lingkungan termasuk bagian integral 
dari sistem keberimanan seseorang. Hal ini didasarkan pada dua pendekatan yakni 
pendekatan ekologis dan pendekatan teologis Islam. 
Secara ekologis, pelestarian lingkungan merupakan keniscayaan ekologis yang 
tidak dapat ditawar oleh siapa pun dan kapan pun bagi keberlangsungan kehidupan. 
Oleh karena itu, pelestarian lingkungan mutlak harus dilakukan oleh manusia. 
Sedangkan secara ekoteologis Islam, Allah swt secara definitif menyatakan secara 
eksplisit akan kepedulian-Nya terhadap pelestarian lingkungan. Hal ini antara lain 
diungkapkan dalam Qs al-Mulk/67: 3 dan 4.
             
                  
     
                                                          
8Mary Evelyn Tucker, John A. Grim, Agama Filsafat, dan Linkungan Hidup (Yogyakarta: 
Kanisius, 2003), h. 99.
9Aisyah Bintu Syati, Manusia dalam Perspektif al-Qur’an (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2014), h. 
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Terjemahnya:
Yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. kamu sekali-kali 
tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak 
seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, Adakah kamu Lihat sesuatu yang 
tidak seimbang. Kemudian pandanglah sekali lagi niscaya penglihatanmu 
akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat dan 
penglihatanmu itupun dalam Keadaan payah.10
Pesan inti ayat ini terdapat pada kalimat yang artinya: “Tidakkah kau cermati 
bahwa Allah swt telah menjadikan sumber daya alam dan lingkungan sebagai daya 
dukung lingkungan bagi kehidupan manusia secara optimum”.11
Makna fungsional ekologis dariungkapan ini dapat dinyatakan bahwa 
ungkapan oratorik yang digunakan dalam ayat tersebut mengandung arti keharusan 
yang lebih serius untuk dilakukan dibandingkan dengan ungkapan perintah biasa.12
Oleh karena itu, pelestarian lingkungan menuntut perhatian serius dari manusia dan 
harus dilakukan. Dengan demikian, perlu dirumuskan bahwa pelestarian lingkungan 
termasuk dalam sistem keberimanan masyarakat beragama. 
Di sisi lain, lingkungan juga membutuhkan manusia. Sebab, manusia 
merupakan makhluk yang paling berpeluang menjadi makhluk yang 
bertanggungjawab dalam tindak pelestarian lingkungan. Dengan ungkapan lain, 
                                                          
10Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya  (Jakarta: Proyek  Pengadaan Kitab 
Suci Al-Qur’an, 2012), h. 116.
11Mary Evelyn Tucker, John A. Grim, Agama, Filsafat, dan Linkungan Hidup (Yogyakarta: 
Kanisius, 2003), h. 99.
12Sukanda Husin, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 
87.
36
manusia sebagai subyek pengelola lingkungan mampu membuat perencanaan, 
mampu melaksanakan dan mampu mengawasi tindak pelestarian lingkungan baik 
yang dilakukan oleh manusia sendiri ataupun yang dilakukan oleh komponen lain. 
Dengan demikian, pelestarian lingkungan memerlukan partisipasi aktif dari manusia. 
Inilah relevansinya dinyatakan bahwa antara manusia dengan lingkungan memiliki 
keterhubungan mutual simbiosis cukup kuat.13
Dalam al-Qur'an ditegaskan bahwa kerusakan lingkungan hidup tidak lain 
merupakan akibat dari keserakahan manusia, sehingga mengeksploitasi alam 
lingkungannya habis-habisan. Oleh karena itu, sejak awal Allah memperingatkan 
akan adanya akibat ulah manusia tersebut. Hal tersebut diatur dalam Qs ar- Rum/30:
41.
                 
      
Terjemahnya:
Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena 
perbuatan tangan manusi, supay Allah merasakan kepada mereka sebahagian 
dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).14
                                                          
13Qadir Gassing, Fiqih Lingkungan (Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 5.
14Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 404.
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Demikianlah tuntunan al-Qur'an bagaimana seharusnya sikap manusia 
terhadap lingkungan hidupnya dan Allah telah menjanjikan pahala yang tiada taranya 
bagi yang senantiasa memelihara dan melestarikan lingkungan hidup serta tidak 
membuat kerusakan. Jika semua manusia bersikap terhadap lingkungan hidup sesuai 
tuntunan Allah dapat dipastikan bahwa manusia tidak akan ditimpa malapetaka akibat 
ulahnya sendiri. 
B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan
1. Penyebab terjadinya pencemaran lingkungan
Pertama, kerusakan karena faktor internal, yakni kerusakan yang berasal dari 
alam sendiri. Bagi masyarakat, kerusakan ini suka dihindari sebab merupakan bagian 
dari proses alam. Tidak sedikit kejadianya dalam waktu singkat, tetapi dampak atau 
akibat yang diterima dalam waktu lama. Oleh karena itu, yang bisa dilakukan adalah 
menyiagakan diri atau mempersiapkan menajemen bencana guna meminimalkan 
banyaknya korban.15 Dalam konteks penjelasan sebab ini faktor internal sebagai 
penyebab kerusakan lingkungan atau sesuai jika dijelaskan dengan teori dominasi 
lingkungan.
a. Kedua, kerusakan karena faktor eksternal, yaitu kerusakan lingkungan yang berasal 
dari perilaku manusia. Terutama beralasan demi meningkatkan kualitas dan 
kenyamanan hidup. Kerusakan daya dukung sebagai akibat dari kegiatan-kegiatan 
                                                          
15Andi Hamzah, Penegakan Hukum Lingkungan, h. 108.
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seperti: industrialisasi, penggunaan bahan bakar fosil dan limbah rumah tangga yang 
dibuang di sungai-sungai. 
Kesimpulannya, inti teori dominasi lingkungan bisa diringkas sebagai berikut.
a. Pertama, alam dan lingkungan memiliki kehendak atas manusia dan kehidupan 
manusia dikendalikan olehnya artinya, sebagai kekuatan tersendiri, lingkungan 
memiliki sifat sangat menentukan kehidupan manusia. Alam dan lingkungan 
menentukan kehidupan manusia.16Alam dan lingkungan menentukan dan 
membentuk kepribadian, pola-pola hidup, organisasi sosial manusia seperi model 
kehidupan sosial (pola pemukiman, cara bercocok tanam) masyarakat disesuaikan 
dengan lingkungan. penduduk yang tinggal di daerah beriklim dingin akan 
membentuk rumah yang sengaja dibuat tertutup. Demikian pula yang tinggal di 
alam pegunungan, membentuk pola pemukiman yang terdiri atas rumahrumah 
yang berjauhan.
b. Kedua, tidak kuasa menderita akibat alamyang menempatkan diri di luar 
kemampuan alam yang menempakkan diri di luar kekampuan mereka untuk 
mengatasinya. Kemunculan bencana murni sebagai kehendak Tuhan. Jadi dalam 
konteks bencana alam yang murni inisiatif Tuhan, manusia hanya bisa mengurangi 
dampak yang akan diterima. Bencana-bencana alam menjadi bersifat sangat 
mutlak, seeperti tragedi tsunami, beragam jenis angin topan dan gempa bumi. 
Sekalipun masyarakat telah berhasil mengembangkan tegnologi yang mampu 
                                                          
16Andi Hamzah, Penegakan, Hukum Lingkungan, h. 108.
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memanipulasi alam dan karenanya mengurangi misteri-misteri alam, pada kondisi-
kondisi tertentu suka atau tidak suka manuisia tidak berdaya menghadapi 
keperkasaan alam itu.  
c. Ketiga, begitu kuatnya dominasi lingkungan mendorong manusia mengembangkan 
ritus-ritus yang berisi rantai hubungan gerak alam dengan kekuatan mitos 
supranatural. Dalam konteks ini, penghormatan manusia dalam memahami dan 
menjelaskan fenomena alam, seperti, hama, curah hujan yang sangat tinggi, suhu 
yang sangat tinggidan terjadinya banjir. Di sinilah manusia menggantungkan 
dirinya pada mitos-mitos yang terlembaga dalam ritus-ritus. Tujuan penciptaan 
mitos-mitos ini merupakan upaya manusia untuk menekan gangguan-gangguan 
alam terhadap kelangsungan pertanian mereka.17
Seperti banyak diungkapkan penganut fungsionalisme struktural, mitos 
memilik banyak fungsi demi menciptakan terbit sosial, baik fungsi psikologi, mitos 
mampu mengurangi kecemasan-kecemasn, sedangkan fungsi sosial ia mampu 
menumbuhkan solidaritas kolektif, identitas kolektif, kehormatan komunal, dan 
stabilitasi kultural.18
Secara yuridis pengertian lingkungan hidup pertama kali dirumuskan dan UU 
No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan pokok Pengelolaan Lingkungan 
Hidup (disingkat UUPLH-1982), yang kemudian dirumuskan kembali dalam UU No. 
                                                          
17Sukanda Husin, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 
90.
18Racmad K. Dwi susilo, Sosiologi Lingkungan, (Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 2001), h. 
30-36.
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23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup (disingkat UUPLH- 1997) dan 
terakhir dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup (disingkat UUPPLH–2009). Perbedaan mendasar pengertian 
lingkungan hidup menurut UUPPLH-2009 dengan kedua undang-undang 
sebelumnya, yaitu tidak hanya untuk menjaga kelangsungan perikehidupan dan 
kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain, tetapi juga kelangsungan alam itu 
sendiri, jadi sifatnya tidak lagi antroprosentris atau biosentris, melainkan telah 
mengarah pada ekosentris.19
2. Penyebab Terdinya Perusakan Lingkungan
Berdasarkan faktor penyebabnya, bentuk kerusakan lingkungan hidup di 
bedakan menjadi 2 jenis, yaitu:20
1. Bentuk kerusakan lingkungan hidup akibat peristiwa alam akhir-akhir ini banyak 
melanda Indonesia telah menimbulkan dampak rusaknya lingkungan hidup. 
Dahsyatnya gelombang tsunami yang memporak-porandakan bumi serambi 
mekah dan nias, serta gempa 5 skala Richter yang meratakan kawasan DIY dan 
sekitarnya, merupakan contoh fenomena alam yang sekejab mampu merubah 
bentuk muka bumi.
                                                          
19Sukanda Husin, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 
87.
20N. H. T. Siahaan, Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan (Jakarta: Erlangga, 2004), 
h. 15.
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Peristiwa alam lainnya yang berdampak pada kerusakan lingkungan hidup 
antara lain:
(1) Letusan gunung berapi
Letusan gunung berapi terjadi karena aktivitas magma di perut bumi yang 
menimbulkan tekanan kuat keluar melalui puncak gunung berapi. Bahaya yang 
ditimbulkan oleh letusan gunung berapi antara lain berupa:21
a. Hujam abu vulkanik, menyebabkan gangguan pernafasan.
b. Lava panas, merusak dan mematikan makhluk hidup yang dilalui.
c. Awan panas, dapat mematikan makhluk hidup yang dilalui.
d. Gas yang mengandung racun
e. Material padat (batuan, kerikil, pasir). Dapat menimpa perumahan, dan lain-lain.
(2) Gempa bumi adalah getaran kulit bumi yang bisa disebabkan karena beberapa 
hal, di atntara lain kegiatan magma (aktivitas gunung berapi), terjadinya tanah 
turun, maupun karena gerakan lempengan di dasar samudra. Manusia dapat 
mengukur berapa intensitas gempa, namun manusia sama sekali tidak dapat 
memprediksikan kapan terjadinya gempa berlangsung. Oleh karena itu, bahaya 
yang ditimbulkan oleh gempa lebih dahsyat dibandingkan letusan gunung 
berapi. Pada saat gempa berlangsung maupun tidak berlangsung, di antaranya:22
                                                          
21N. H. T. Siahaan, Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan, h. 15.
22Satjipto Rahardjo, Analisis AMDAL dalam UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Bandung: Binacipta, 2009), h. 110.
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a. Berbagai bangunan roboh
b. Tanah di permukaan bumi merekah, jalan menjadi putus.
c. Tanah longsor akibat guncangannya
d. Terjadi banjir, akibat rusaknya tanggul
e. Gempa yang terjadi di dasar laut dapat menyebabkan tsunami (gelombang 
pasang).
(3) Angin topan
Angin topan terjadi akibat aliran udara dari kawasan yang bertekanan tinggi 
menuju ke kawasan bertekanan rendah. Perbedaan tekanan udara ini terjadi karena 
perbedaan suhu udara yang mencolok. Serangan angin topan bagi negara-negara di 
samudra Pasifik dan Atlantik merupakan hal yang biasa terjadi. Bagi wilaya-wilaya di 
kawasan California, Texas, sampai di kawasan Asia seperti Korea dan Taiwan, 
bahaya angin topa merupakan bencana musiman. Tetapi bagi Indonesia baru 
dirasakan di pertengahan tahun 2007. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi 
perubahan iklim di Indonesia yang tak lain disebabkan oleh adanya gejala pemanasan 
global.23
Bahaya angin topan bisa diprediksi melalui foto satelit yang menggambarkan 
keadaan atmosfer bumi, termasuk gambar terbentuknya angin topan, arah, dan 
                                                          
23Satjipto Rahardjo, Analisis AMDAL dalam UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, h. 112.
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kecepatannya. Serangan angin topan (puting beliung) dapat menimbulkan kerusakan 
lingkungan hidup dalam bentuk:24
a. Merobohkan bangunan
b. Rusaknya area pertanian dan perkebunan
c. Membahayakan penerbangan
d. Menimbulkan ombak besar yang dapat menenggelamkan kapal.25
2. Kerusakan Lingkungan hidup Karena Faktor Manusia
Manusia sebagai penguasa lingkungan hidup di bumi berperan besar dalam 
menentukan kelestarian lingkungan hidup. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan 
yang beeakal budi mampu merubah wajah dunia dari pola kehidupan sederhana 
sampai ke bentuk kehidupan modern seperti sekarang ini. Namun sayang, seringkali 
apa yang dilakukan manusia tidak diimbangi dengan pemikiran akan masa depan 
kehidupan generasi berikutnya. Banyak kemajuan yang diraih oleh manusia 
membawa dampak buruk terhadap kelangsungan hidup.
Beberapa bentuk kerusakan lingkungan hidup karena faktor manusia, antara 
lain:26
                                                          
24Satjipto Rahardjo, Analisis AMDAL dalam UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 114.
25Syamsu Bahri, Humanisasi Lingkungan,(Makassar,Alauddin University Prees 2011), h. 17-
19.
26Satjipto Rahardjo, Analisis AMDAL dalam UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan, 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 114.
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a. Terjadinya pencemaran (pencemaran udara, air, tanah dan suara) sebagai 
dampak adanya kawasan industri
b. Terjadinya banjir, sebagai dampak buruknya drainase sistem pembuangan air 
dan kesalahan dalam menjaga daerah aliran sungai dan dampak perusakan 
hutan.
c. Terjadinya tanah longsor, sebagai dampak langsung dari rusaknya hutan.
Beberapa ulah manusia yang baik secara langsung maupun tidak langsung 
membawa dampak pada kerusakan lingkungan hidup, antara lain:27
a. Penebangan hutan secara liar (penggundulan hutan)
b. Perburuan liar
c. Penimbunan rawa-rawa untukk pemukiman 
d. Pembuangan sampah di sembarang tempat
e. Banguan liar di daerah aliran sungai (DAS)
C. Konsep Hukum Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan
Ditinjau dari aspek fungsi hukum dan luasnya lingkup pengaturan hukum 
lingkungan, menurut Drupsteen hukum lingkungan dengan demikian adalah 
hukum yang berkaitan dengan lingkungan alam yang dalam artian luas. Ruang 
lingkup pengelolaan lingkungan. Mengingat pengelolaan lingkungan terutama 
                                                          
27Syamsul Bahri, Humanisasi Lingkungan, h. 19-20.
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dilakukan oleh pemerintahan (overheiddsbestuur), maka hukum lingkungan 
sebagian besar terdiri atas hukum pemerintahan.28
Secara sederhana Munadjat Danusaputro menyatakan bahwa hukum 
lingkungan adalah hukum yang mengatur tatanan lingkungan hidup dilihat dari 
orientasi pengaturan hukumnya, hukum lingkungan dibedakan antara hukum 
klasik dan hukum lingkungan modern. Hukum lingkungan klasik secara 
mendasar lebih berorientasi kepada penggunaan lingkungan (use-oriented law), 
sedangkan hukum lingkungan modern adalah hukum yang berorientasi kepada 
lingkungan (enviromental-oriented law).29
Hukum lingkungan klasik bertujuan untuk menjamin penggunaan dan 
eksploitasi sumber-sumber daya lingkungan dengan berbagai akal dan 
kepandaian manusia guna mencapai hasil semaksimal mungkin dan dalam jangka 
waktu yang singkat-singkatnya. Sebaliknya hukum lingkungan modern bertujuan 
untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutunya demi 
untuk menjamin kelestariannya agar dapat secara langsung terus menerus 
digunakan oleh generasi sekarang maupun generasi mendatang. Dalam kaitan ini 
maka hukum lingkungan klasik bersifat sektoral, kaku, dan mudah ketinggalan 
zaman, sebaliknya hukum lingkungan modern bersifat utuh menyeluruh 
                                                          
28Muhammad Akib, Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional, (Jakarta, Rajawali 
Pres, 2004), h. 56.
29Satjipto Rahardjo, Analisis AMDAL dalam UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 114.
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(komperenhensif-integral), dan luwes atau fleksibel sesuai dengan dinamika 
ekosistem 30
Pendapat yang agak sulit berbeda, dikemukakan Siti Sundari Rangkuti, 
bahwa hukum lingkungan menyangkut penetapan nilai-nilai. Yaitu nilai-nilai 
yang sedang berlaku dan nilai-nilai yang diharapkan diberlakukan di masa 
mendatang serta dapat disebut “hukum yang mengatur tatanan lingkungan 
hidup”. Pendapat ini mengandung makna bahwa yang dimaksud  dengan hukum 
lingkungan tidak semata-mata hukum yang sedang berlaku atau hukum positif 
(ius constitum), tetapi juga meliputi hukum yang di cita-citakan atau diharapkan 
(ius constituendum).31
Dari segi substansi hukum yang diaturnya, hukum lingkungan memiliki 
kedudukan sebagai fungsional (fungctionale rechtsvakken), yaitu mengandung 
terobosan antara berbagai disiplin ilmu hukum klasik (tradisional). Hukum 
lingkungan sebagai genus merupakan cabang ilmu tersendiri, namun bagian 
terbesar substansi merupakan ranting dan hukum administrasi.32
Hukum lingkungan merupakan bidang ilmu yang relatif muda, yang secara 
global perkembangannya secara pesat baru sejak tiga dasawarsa terakhir. 
Menurut Munadjat Danusapoetro, ia tumbuh sejalan bersamaan dengan 
                                                          
30Muhammad Akib, Hukum Lingkungan, Perspektif Global dan Nasional, h. 57.
31Satjipto Rahardjo, Analisis AMDAL dalam UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 116.
32 Wisnu Arya Wardhana, Dampak Pencemaran Lingkungan, h. 17.
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tumbuhnya pengertian dan kesadaran untuk melindungi dan memelihara 
lingkungan.33 Dengan tumbuhnya pengertian dan kesadaran untuk melindungi 
dan memelihara lingkungan hidup, maka tumbuh pulalah perhatian hukum 
kepadanya, sehingga menyebabkan tumbuh dan berkembannya cabang hukum 
baru yang disebut hukum lingkungan.34
Dari uraian diatas dapat disimpulkan, bahwa hukum lingkungan 
internasional meskipun telah ada sebelum munculnya kesadaran lingkungna 
global yang ditandai dengan Konferensi Stochklom 1972, tetapi belum 
merupakan cabang hukum yang berdiri sendiri dan orientasinya kepada 
perlindungan lingkungan global, perkembangannya baru muncul tiga dasawarsa 
terkahir.
D. Perkembangan Hukum Lingkungan Nasional
Perkembangan hukum lingkungan nasional masing-masing negara, jika 
dilihat dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkungan, 
juga sudah ada sebelum konferensi Stockhlom 1972. Akan tetapi sebagaimana 
halnya hukum lingkungan internasional, hukum lingkungan nasional masing-
masing negara waktu itu bersifat sektoral dan orientasinya belum sepenuhnya 
ditujukan kepada perlindungan.35 Di negara berkembang seperti di indonesia juga 
ada beberapa peraturan di bidang lingkungan yang dibuat jauh sebelum tahun 
                                                          
33Munadjat Danusaputro, Hukum Lingkungan (Bandung:Bina Cipta ,1981), h. 67.
34Munadjat danusaputro, Hukum Lingkungan, h. 67.
35 Muhammad Akib, Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional, h, 65.
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1972. Sementara perundang-undangan bidang lingkungan hidup yang dibuat 
pasca kemerdekaan, tetapi sebelum tahun 1970-an, antara lain: UU No 5 Tahun 
1960 tentang Ketentuan Pokok Agraria, UU No 5 Tahun 1967 tentang kehutanan 
(sekarang telah diganti dengan UU No, 41 Tahun 1999), dan UU No. 11 Tahun 
1967 tentang perkembangan Mineral dan Batu Bara). Penganturan hukum ini 
selain bersifat sektoral, orientasinya belum sepenuhnya ditujukan kepada 
perlindungan lingkungan (environmental protection law). Oleh karena itu, 
sebelum era tahun 1980-an hukum lingkungan merupakan cabang ilmu hukum 
yang berdiri sendiri sebagaimana yang kita kenal sekarang ini. Ia belum banyak 
dikenal dan belum banyak diajarkan di lingkungan pendidikan tinggi hukum di 
Indonesia.36
E. Ayat Dan Hadits Mengenai Pelaku Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan
Adapun ayat dan hadits yang berkaitan dengan pelaku pencemaran dan 
perusakan lingkungan hidup adalah sebagai berikut:
a. Hadits Tentang Larangan Menelantarkan Tanah
 ,ﺎﻤﻬﻨﻋ ﷲا ﻰﺿر ِﷲا ِﺪْﺒَﻋ ِﻦْﺑا ِﺮِﺑﺎَﺟ ُﺚْﻳِﺪَﺣ اْﻮُﻟﺎَﻘَـﻓ ,َﻦْﻴِﺿَرَا ُلْﻮُﻀُﻓ ﺎﱠﻨِﻣ ٍلﺎَِﺟﺮِﻟ ْﺖَﻧﺎَﻛ : َلﺎَﻗ
 َِﻴﻟْوَا ﺎَﻬْﻋَرْﺰَـﻴْﻠَـﻓ ٌضْرَا ُﻪَﻟ ْﺖَﻧﺎَﻛ ْﻦَﻣ : .م.ص ﱡﻰِﺒﱠﻨﻟا َلﺎَﻘَـﻓ ,ِﻒْﺼﱢﻨﻟاَو ِﻊُﺑﱡﺮﻟاَو ِﺚُﻠـﱡﺜﻟِﺎﺑ ﺎَﻫُﺮِﺟاَﺆُـﻧ ﺎَﻬْﺤَﻨْﻤ
.ُﻪَﺿْرَأ ْﻚِﺴْﻤُﻴْﻠ َـﻓ ﻰَﺑَأ ْنِﺈَﻓ ُﻩﺎَﺧَا  
                                                          
36Muhammad Akib, Politik Hukum Lingkungan, Dinamika dan Refleksinya dalam Produk 
Hukum Otonomi Daerah, h. 140.
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Artinya: 
“Hadist Jabir bin Abdullah r.a. dia berkata : Ada beberapa orang dari kami 
mempunyai simpanan tanah. Lalu mereka berkata: Kami akan sewakan tanah itu 
(untuk mengelolahnya) dengan sepertiga hasilnya, seperempat dan seperdua. 
Rasulullah Saw bersabda: Barangsiapa ada memiliki tanah, maka hendaklah ia 
tanami atau serahkan kepada saudaranya (untuk dimanfaatkan), maka jika ia 
enggan, hendaklah ia memperhatikan sendiri memelihara tanah itu. “ (HR. Imam 
Bukhori dalam kitab Al-Hibbah).37
Visi Islam tentang lingkungan adalah visi lingkungan yang utuh menyeluruh, 
holistik integralistik. Visi lingkungan yang holistik integralistik diproyeksikan 
mampu menjadi garda depan dalam pengembangan kesadaran lingkungan 
gunamelestarikan keseimbangan ekosistem. Sebab seluruh komponen dalam 
ekosistem diperhatikan kepentingannya secara proporsional tidak ada yang 
dipentingkan dan tidak ada pula yang diterlantarkan oleh visi lingkungan Islam 
yang holistik integralistik.
َﺎَﻨﺛҧﺪَ˨ ُﺪ َْﲪҫǫ ُﻦْˊ ٍﻊﯿِ̲ َﻣَﺎَﻨﺛҧﺪَ˨ ٌْﲓ َ̑ ﺸُﻫ َԷََﱪ ْ˭ ҫǫ ُرﻮُﺼَْ̲ﻣ ُﻦْˊ َناَذاَز ُُﺲ̮ﻮُﯾَو ُﻦْˊ ٍﺪْﯿَﺒُﻋ ْﻦَﻋ
 ِﻦَﺴَْﺤﻟا ْﻦَﻋ ِﺪْﺒَﻋ ِҧ߹ ا ِﻦْˊ ٍﻞҧﻔَﻐُﻣ َلَﺎﻗ َلَﺎﻗ ُلﻮُﺳَر ِҧ߹ ا ҧﲆَﺻ ُҧ߹ ا ِﻪَْﯿَﻠ̊ َҧﲅَﺳَو َﻻَْﻮﻟ ҧنҫǫ
 َب َِْߕﻟا ٌﺔҧﻣҬǫ ْﻦِﻣ ِﻢَﻣҬْҡا ُتْﺮَﻣҫَҡﺎَﻬِﻠْ˗ َﻘِﺑﺎَﻬ ُِّﳇاُﻮﻠُ˗ ْﻗَﺎﻓَﺎْﳯِﻣ ҧُﰻ َدَﻮْﺳҫǫ ٍﲓ َِﲠ َلﺎَﻗ ِﰲَوبﺎَْﺒﻟا ْﻦَﻋ
 ِﻦْˊ ا َﺮ َُﲻ ٍﺮِˊ ﺎَˡ َو ِﰊҫǫَو ٍﻊِﻓاَر ِﰊҫǫَو َبﻮҨﯾҫǫ َلَﺎﻗُﻮﺑҫǫ َﴗِ̿̊ ُﺚﯾِﺪ َ˨ ِﺪْﺒَﻋ ِҧ߹ ا ِﻦْˊ ٍﻞҧﻔَﻐُﻣ ٌﺚﯾِﺪ َ˨
 ٌﻦَﺴَﺣ ٌﺢﯿ َِﲱىَوْﺮَُ̽و ِﰲ ِﺾَْﻌﺑ ِﺚﯾِﺪ َ˪ ْﻟا ҧنҫǫ َﺐَْﳫْﻟا َدَﻮْﺳҫْҡا َﲓَِْﳢ ̦ا ٌنﺎَﻄْﯿ َ̑ ﺷ ُﺐَْﳫْﻟاَو
 ُدَﻮْﺳҫْҡا ُﲓَِْﳢ ̦اي ِ ҧ߳ا َﻻ ُنﻮَُﻜ̽ ِﻪِ̀ﻓ ٌء َْﳾ ْﻦِﻣ ِضﺎَﯿَْﺒﻟا ْﺪَﻗَو َِﻩﺮَﻛ ُﺾَْﻌﺑ ِﻞْﻫҫǫ ِْﲅِْﻌﻟا َﺪْﯿَﺻ
 ِﺐَْﳫْﻟا ِدَﻮْﺳҫْҡا ِﲓَِْﳢ ̦ا
                                                          
37Ahmad bin al-Husain bin Ali bin Musa Abu Bakr al-Baehaqi Maktabah Dar al-Baz, 
(Makkah al-Mukarramah, 384 H-458 H), h. 89.
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Artinya:
Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Mani' berkata, telah 
menceritakan kepada kami Hisyaim berkata, telah mengabarkan kepada kami 
Manshur bin Zadzan dan Yunus bin Ubaid dari al-Hasan dari Abdullah bin 
Mughaffal ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Sekiranya anjing-anjing itu bukan suatu umat, sungguh aku akan perintahkan 
untuk membunuh mereka semua. Maka bunuhlah semua anjing yang berwarna 
hitam pekat." Abu Isa berkata, "Hadits Abdullah bin Mughaffal derajatnya hasan 
shahih. Dalam sebagian hadits diriwayatkan bahwa anjing yang berwarna hitam 
pekat adalah setan, dan anjing yang berwarna hitam pekat adalah anjing yang 
tidak memiliki warna putih sedikitpun. Dan sebagian ulama memakruhkan hasil 
buruan dari anjing yang berwarna hitam pekat". 38
Sesudah Allah menjelaskan bahwa timbulnya kerusakan sebagai akibat dari 
perbuatan tangan manusia sendiri, lalu Dia memberikan petunjuk kepada mereka, 
bahwa orang-orang sebelum mereka pernah melakukan hal yang sama seperti apa 
yang telah dilakukan oleh mereka.39 Akhirnya mereka tertimpa azab dari sisi-Nya, 
sehingga mereka dijadikan pelajaran buat orang-orang yang sesudah mereka dan 
sebagai perumpamaan-perumpamaan bagi generasi selanjutnya. 
 َԷََﱪ ْ˭ ҫǫ ُﺪҧﻤَﺤُﻣ ُﻦْˊ ِﺪْﺒَﻋ ِҧ߹ ا ِﻦْˊ َﺪِﯾَﺰ̽ ُئِﺮْﻘُْﻤﻟا َلَﺎﻗَﺎَﻨﺛҧﺪَ˨ ُنﺎَْ̀ﻔُﺳ ْﻦَﻋوٍﺮ َْﲻ ْﻦَﻋ ٍﺐْﯿَﻬُﺻ َﱃْﻮَﻣ
 ِﻦْˊ ا ٍﺮِﻣَﺎ̊ ْﻦَﻋ ِﺪْﺒَﻋ ِҧ߹ ا ِﻦْˊوٍﺮ َْﲻ ҧنҫǫ َلﻮُﺳَر ِҧ߹ ا ҧﲆَﺻ ُҧ߹ ا ِﻪَْﯿَﻠ̊ َҧﲅَﺳَو َلَﺎﻗﺎَﻣ ْﻦِﻣ ٍنﺎَْﺴ̮Ү
ا
 ََﻞ˗َﻗاًرﻮُﻔْﺼُﻋﺎََﻤﻓﺎََﻬﻗَْﻮﻓ ِْﲑَﻐِﺑﺎَﻬ ِّﻘَﺣ ҧﻻ
Ү
ا َُࠀҫَˆﺳ ُҧ߹ ا ҧﺰَﻋ ҧﻞَˡ َوَﺎْﳯَﻋ َﻞِ̀ﻗ َԹ َلﻮُﺳَر ِҧ߹ اﺎَﻣَوﺎَﻬҨﻘَﺣ
 َلَﺎﻗﺎَﻬ َُﲝَْﺬﯾﺎَﻬُُﳇҭََ̀ˆﻓ َﻻَو ُﻊَﻄَْﻘﯾﺎَﻬَﺳҭǫَرﻲِﻣَْﺮَ̽ﺎِﲠ
                                                          
38Ahmad bin al-Husain bin Ali bin Musa Abu Bakr al-Baehaqi Maktabah Dar al-Baz, 
(Makkah al-Mukarramah, 384 H-458 H), h. 85.
39Ahmad bin al-Husain bin Ali bin Musa Abu Bakr al-Baehaqi Maktabah Dar al-Baz, h. 89.
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Artinya
Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Yazid Al 
Muqri`, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Sufyan dari 'Amr dari 
Shuhaib budak Ibnu 'Amir dari Abdullah bin 'Amr bahwa Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: "Tidaklah seseorang membunuh burung dan yang di 
atasnya tanpa hak kecuali Allah 'azza wajalla akan bertanya mengenainya." 
Dikatakan; wahai Rasulullah, apakah haknya? Beliau bersabda: "Haknya adalah 
menyembelihnya, memakannya dan tidak memotong kepalanya dan 
membuangnya.40
Akhirnya mereka tertimpa azab dari sisi-Nya, sehingga mereka dijadikan 
pelajaran buat orang-orang yang sesudah mereka dan sebagai perumpamaan-
perumpamaan bagi generasi selanjutnya.
َﺎَﻨﺛҧﺪَ˨ ُﺔَﺒَْﯿ˗ُﻗ ْﻦَﻋ ٍ ِߵ ﺎَﻣ ْﻦَﻋ ٍﺪْﯿ َُﲪ ْﻦَﻋ َِﺲҫ̮ǫ ِﻦْˊ ٍ ِߵ ﺎَﻣ َِﴈَر ُҧ߹ ا ُﻪْﻨَﻋ ҧنҫǫ َلﻮُﺳَر ِҧ߹ ا ҧﲆَﺻ
 ُҧ߹ ا ِﻪَْﯿَﻠ̊ َҧﲅَﺳَوﻰََ̖ﳖ ْﻦَﻋ ِﻊَْﯿﺑ ِرﺎَﻤِّﺜﻟا ҧﱴَﺣ َِﱔْﺰُ˔ َلَﺎﻗ ҧﱴَﺣ ҧرﺎَﻤ َْﲢ
Artinya:
Telah menceritakan kepada kami Qutaibah dari Malik dari Humaid dari Anas 
bin Malik radliallahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam 
melarang menjual kurma hingga kurma itu berkembang baik". Dia (Anas bin 
Malik radliallahu 'anhu) berkata,: "Hingga memerah.41
Maksud dari  hadis tersebut bahwa Nabi melarang menebang pohon yang 
akan berbuah. Kepada tentara yang mau berperang Nabi mengeluarkan perintah: 
                                                          
40Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta, 2014), h. 153.
41Ahmad bin al-Husain bin Ali bin Musa Abu Bakr al-Baehaqi Maktabah Dar al-Baz, 
(Makkah al-Mukarramah, 384 H-458 H), h. 89.
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jangan rusak pohon kurma, jangan cabut pepohonan, dan jangan runtuhkan 
rumah.42 Dalam hal ini diperkuat oleh dasar hukum dalam QS al-Baqarah/2:11.
 َنﻮُﺤِﻠْﺼُﻣ ُﻦ َْﳓ ﺎَﻤҧﻧ
Ү
ا اُﻮﻟَﺎﻗ ِضْرҫْҡا ِﰲ اوُﺪِﺴُْﻔﺗ َﻻ ْﻢَُﻬﻟ َﻞِ̀ﻗ اَذ
Ү
اَو
Terjemahnya:
Dan bila dikatakan kepada mereka:"Janganlah kamu membuat kerusakan di 
muka bumi mereka menjawab: "Sesungguhnya Kami orang-orang yang 
Mengadakan perbaikan.43
Demikianlah, tuntunan Allah bagaimana seharusnya sikap manusia terhadap 
lingkungan hidup dan Allah telah menjanjikan pahala yang tiada taranya bagi 
orang yang senantiasa memelihara dan melestarikan lingkungan hidup serta tidak 
membuat kerusakan. Jika semua manusia bersikap terhadap lingkungan hidup 
sesuai tuntunan Allah dapat dipastikan bahwa manusia tidak akan ditimpa 
malapetaka akibat ulahnya sendiri 44. Allah swt dalam QS al-Syu‘ara/26: 183
berfirman.
 َﻦِ̽ﺪِﺴْﻔُﻣ ِضْرҫْҡا ِﰲ اَْﻮﺜَْﻌﺗ َﻻَو ُْﱒَءﺎَﯿ ْ̑ ﺷҫǫ َسﺎҧﻨﻟا اﻮُﺴَﺨَْﺒﺗ َﻻَو
Terjemahnya:
Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah 
kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.45
                                                          
42Ahmad bin al-Husain bin Ali bin Musa Abu Bakr al-Baehaqi Maktabah Dar al-Baz, 
(Makkah al-Mukarramah, 384 H-458 H), h. 89.
43Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta, 2014), h. 3.
44http://hakamabbas.blogspot.co.id/2014/10/Pelestarian-Lingkungan-Menurut-al-Quran. html
45Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya,h.374.
53
Apabila mengkaji keterangan para ahli tafsir tersebut, maka menurut 
penulis, timbulnya kerusakan alam atau lingkungan hidup adalah sebagai akibat 
perbuatan manusia. Karenamanusia yang diberi tanggungjawab sebagai khalifah di 
bumi banyak yang tidak melaksanakan dengan baik. Padahal manusia mempunyai 
daya inisatif dan kreatif, sedangkan makhluk-makhluk lain tidak memilikinya.
Firman Allah QS al-Imran/3:63.
 ٌﲓَِﻠ̊  َ ҧ߹ ا ҧنҮ
َﺎﻓ اْﻮҧﻟََﻮﺗ ْن
Ү
َﺎﻓ َﻦِ̽ﺪِﺴْﻔُﻤْﻟԴِ
Terjemahnya:
Kemudian jika mereka berpaling (dari kebenaran), Maka sesunguhnya Allah 
Maha mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan.46
Kebudayaan manusia makin lama makin maju sesuai dengan perkembangan 
dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sejalan dengan kemajuan tersebut, 
perkembangan persenjataan dan alat perusak lingkungan maju pula. Banyak 
contoh yang dapat dilihat dari kerusakan lingkungan yang diakibatkan ulah 
manusia. 
                                                          
46Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya,h.88.
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BAB III
TINJAUAN TEORETIS TERHADAP PELAKU PENCEMARAN 
DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
A. Dasar Hukum Tentang Pelaku Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan 
Hidup 
Hal ini merumuskan beberapa undang-undang yang dibuat oleh negara 
Indonesia sebagai awal pembentukan landasan hukum lingkungan hidup. Menurut 
undang-undang Lingkungan Hidup No. 23 Tahun 1997 Pasal 1 yang kemudian 
disempurnakan oleh Undang-undang No. 32 Tahun 2009, keduanya mendefinisikan 
pengertian lingkungan hidup sebagai berikut :1
“Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, keadaan, dan 
makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi 
perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.” Hal ini berarti 
bahwa landasan hukum lingkungan di negara Indonesia sudah di bentuk  dengan 
beberapa referandum untuk di sempurnakan ke dalam benuk undang-undang dasar 
negara republik Indonesia, dalam rangka memajukan kesehateraan umum untuk 
keseluruhan masyarakat Indonesia, pemerintah mengeluarkan kebijakan pengelolaan 
sumber lingkungan dengan mencantumkan dalam UU No. 4 Tahun1982 tentang 
ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup,  setelah itu undang-
                                                  
1Iswanto Sunarso, Analisis UU No 32 Tahun 2004 tentang Lingkungan (Jakarta: Sinar 
Grafika, 2005), h. 31.
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undang ini kemudian di ubah kembali dan di perbaharui oleh UU No. 23 tahun 19997 
mengenai pengelolaan lingkungan hidup  dan di sempurnakan kembali di UU No. 32 
tahun 2009 yang telah di tuliskan di atas, inilah yang menjadi dasar bagi lingkungan 
hidup dan pengelolaannya di Indonesia. Landasan ini juga merupakan suatu sistem 
yang kuat dan utuh untuk melakukan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia.2
Hukum nasional indonesia mengenai lingkungan hidup memberikan beberapa 
subsistem yang tercantum didalamnya yang terdiri atas :3
a. Hukum Penataan Lingkungan
b. Hukum Acara Lingkungan
c. Hukum Pidana Lingkungan
d. Hukum Lingkungan Internasional
Dari beberapa subsistem yang terurai diatas dapat kita masukkan dalam UU 
No.23 Tahun 1997, bahwa landasan ini merupakan dari beberapa sistem yang ada 
pada wujud undang-undang tersebut mengenai lingkungan hidup. Kita ketahui juga 
bersamaan bahwa tidak hanya terjadi di Indonesia saja mengenai pencemaran 
lingkungan, beberapa belahan negara di dunia ini juga menyatakan kasus yang sama, 
setiap negara membentuk sendiri mengenai kapasitas undang-undang dan penegakan 
hukum terhadap suatu tindakan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan.4 Dalam 
al-Qur'an dijelaskan bahwa manusia diciptakan sebagai khalifah di bumi. Kewajiban 
                                                  
2Satjipto Rahardjo, Hukum Dalam Jagad Ketertiban (Jakarta: UKI Press, 2006), h. 24.
3Satjipto Rahardjo, Hukum Dalam Jagad Ketertiban, h. 25.
4Iswanto Sunarso, Analisis UU No 32 Tahun 2004 tentang Lingkungan, h. 286.
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manusia sebagai khalifah di bumi adalah dengan menjaga dan mengurus bumi dan 
segala yang ada di dalamnya untuk dikelola sebagaimana mestinya. Dalam hal ini 
kekhalifahan sebagai tugas dari Allah untuk mengurus bumi harus dijalankan sesuai 
dengan kehendak penciptanya dan tujuan penciptaannya.5 Tujuan Allah 
mensyariatkan hukumnya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus 
untuk menghindari kerusakan (mafsadah), baik di dunia maupun di akhirat. Untuk 
mewujudkan kemaslahatan itulah Abu Ishaq al-Syatibi, Dalam kitab al-Muwâfaqât, 
membagi tujuan hukum Islam (maqâshid al-syarîah) menjadi lima hal:6
1. Penjagaan agama (hifdz al-dîn), 
2. Memelihara jiwa (hifdz al-nafs), 
3. Memelihara akal (hifdz al-‘aql), 
4. Memelihara keturunan (hifdz al-nasl), dan 
5. Memelihara harta benda (hifdz al-mâl).
Yusuf al-Qardlawi dalam menjelaskan mengenai posisi pemeliharaan ekologis 
dalam Islam adalah pemeliharaan lingkungan setara dengan menjaga maqâshidus 
syarî’ah yang lima tadi.7 Selain al-Qardlawi, al-Syatibi juga menjelaskan bahwa 
sesungguhnya maqâshidus syarî’ah ditujukan untuk menegakkan kemaslahatan-
kemaslahatan agama dan dunia, di mana bila prinsip-prinsip itu diabaikan, maka 
                                                  
5Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 2.
6Mustofa Hasan dan Beny Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam (Cet. I; Bandung: Pustaka 
Setia, 2013), h. 174.
7Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, h. 105.
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kemaslahatan dunia tidak akan tegak berdiri, sehingga berakibat pada kerusakan dan 
hilangnya kenikmatan perikehidupan manusia.8
Dalam konteks ajaran Islam, jauh sebelum persoalan-persoalan lingkungan 
hidup muncul dan menghantui penduduknya, Islam telah lebih dahulu memberi 
peringatan lewat ayat-ayat al-Qur'an.9 Urusan lingkungan hidup adalah bagian 
integral dari ajaran Islam. Seorang muslim justru menempati kedudukan strategis 
dalam lingkungan hidup yang diciptakan sebagai khalifah di bumi ini sesuai dengan 
Surat al-Baqarah/2:30.
 ْذ
Ү
اَو  َلَﺎﻗ  َﻚҨﺑَر  ِﺔَﻜِˁَﻼَﻤْﻠِ̥  ِّﱐҮ
ا  ٌﻞِ̊ ﺎَˡ  ِﰲ  ِضْرҫْҡا  ًﺔَﻔﯿِﻠ َ˭
Terjemahnya:
"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat: "Sesungguhnya aku 
hendak menjadikan seseorang khalifah dimuka bumi".10
Ayat ini ditafsirkan secara lebih spesifik oleh Sayyed Hossein Nasr, dosen 
studi Islam di George Washington University, Amerika Serikat.11 Sebagai khalifah, 
sudah tentu manusia harus bersih jasmani dan rohaninya. Inilah inti dari kebersihan 
jasmani merupakan bagian integral dari kebersihan rohani. Jelaslah bahwa tugas 
manusia, terutama muslim/muslimah di muka bumi ini adalah sebagai khalifah
                                                  
8Mustofa Hasan dan Beny Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam, h. 178.
9Hamzah Hasan, Hukum Pidana Islam 1 (Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 105. 
10Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: PT Sinergi Pustaka 
Indonesia, 2012), h. 386.
11Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 2.
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(pemimpin) dan sebagai wakil Allah dalam memelihara bumi (mengelola lingkungan 
hidup).12 Oleh karena itu, dalam memanfaatkan bumi ini tidak boleh semena-mena, 
dan seenaknya saja dalam mengekploitasinya. Pemanfaatan berbagai sumber daya 
alam baik yang ada di laut, didaratan dan didalam hutan harus dilakukan secara 
proporsional dan rasional untuk kebutuhan masyarakat banyak dan generasi 
penerusnya serta menjaga ekosistemnya.13 Allah sudah memperingatkan dalam surat 
al'-A'raf/7: 56.
 ْرَﻷا ِﰲ ْاوُﺪِﺴْﻔُـﺗ َﻻَو َﺖَْﲪَر ﱠنِإ ﺎًﻌَﻤَﻃَو ًﺎﻓْﻮَﺧ ُﻩﻮُﻋْداَو ﺎَﻬِﺣَﻼْﺻِإ َﺪْﻌَـﺑ ِض
 َﲔِﻨِﺴْﺤُﻤْﻟا َﻦﱢﻣ ٌﺐِﻳﺮَﻗ ِﻪّﻠﻟا﴿٥٦﴾
Terjemahnya:
"Dan janganlah kalian membuat kerusakan di atas muka bumi setelah Allah 
memperbaikinya dan berdo'alah kepada-Nya dengan rasa takut tidak diterima 
dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat 
kepada orang-orang yang berbuat baik".14
Menyadari hal tesebut maka dalam pelaksanaan pembangunan sumber daya 
alam harus digunakan dengan rasional. Penggalian sumber kekayaan harus 
diusahakan dengan sekuat tenaga dan strategi dengan tidak merusak tata lingkungan 
dan tata hidup manusia. Perlu diusahakan penggunaan teknologi yang ramah 
                                                  
12Mustofa Hasan dan Beny Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam (Cet. I; Bandung: Pustaka 
Setia, 2013), h. 174.
13Andi Sudirman Hamsah, Hukum Lingkungan (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 23.
14Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: PT Sinergi Pustaka 
Indonesia, 2012), h. 386.
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lingkungan dan bisa menjaga kelestariannya sehingga bisa dimanfaatkan secara 
berkesinambungan.15 Kita harus bisa mengambil i'tibar dari ayat Allah dalam Qs an-
Nahl/16:112.
Terjemahnya: 
"Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan(dengan) dengan sebuah negeri 
yang dahulunya aman lagi tentram rezekinya datang kepadanya melimpah 
ruah dari segenap tempat, tetapi (penduduk)nya mengingkari nikmat-nikmat 
Allah karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan 
ketakutan, disebabkan apa yang selalu mereka perbuat". 16
Manusia Indonesia harus sadar bahwa krisis multidimensi dan bencana yang 
datang bertubi-tubi seperti tanah longsor, banjir, kekeringan, kebakaran hutan, 
tanaman diserang hama dan lainnya adalah karena ulah manusia itu sendiri. Hal itu 
tersebut tersirat dalam Qs ar-Rum/30: 41.
 َﻇ ْﻢُﻬﱠﻠََﻌﻟ اﻮُﻠِﻤَﻋ يِﺬﱠﻟا َﺾْﻌَـﺑ ْﻢُﻬَﻘﻳِﺬُِﻴﻟ ِسﺎﱠﻨﻟا يِﺪَْﻳأ ْﺖَﺒَﺴَﻛ َﺎِﲟ ِﺮْﺤَﺒْﻟاَو ﱢﺮَـﺒْﻟا ِﰲ ُدﺎَﺴَﻔْﻟا َﺮَﻬ
 َنﻮُﻌِﺟْﺮَـﻳ  
                                                  
15Andi Sudirman Hamsah, Hukum Lingkungan (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 23.
16Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 315.
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Terjemahnya:
"Telah nampak kerusakan didarat dan dilaut disebabkan karena perbuatan tangan 
manusia, supaya Alllah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) 
perbuatan mereka, agar mereka kembali kejalan yang benar".17
Dalam ayat-ayat tersebut diatas Allah swt secara tegas menjelaskan tentang 
akibat yang ditimbulkan kerena perbuatan manusia yang mengekploitasi lingkungan 
yang berlebihan. Ayat-ayat al-Qur'an ini sekaligus juga menjadi sebuah terobosan 
paradigma baru untuk melakukan pengelolaan lingkungan melalui sebuah ajaran 
religi, sehingga hak atas lingkungan adalah hak bagi setiap umat di dunia.
B.    Macam-Macam Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup
1. Kerusakan lingkungan akibat peristiwa alam
Kerusakan lingkungan bisa terjadi karena faktor alam. Perubahan kondisi 
udara, air, tanah dan berbagai faktor abiotik lainnya bisa saja menyebabkan kerusakan 
lingkungan. Berikut ini beberapa peristiwa alam yang bisa mengakibatkan kerusakan 
lingkungan, antara lain:18
a. Peristiwa gunung berapi, yaitu aktivitas vulkanisme yang mengakibatkan letusan 
dan membuat berbagai komponen dalam gunung seperti asap, abu, lahar, lava, 
debu dan lainnya keluar hingga mengganggu lingkungan hidup di sekitarnya.
                                                  
17Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: PT Sinergi Pustaka 
Indonesia, 2012), h. 386.
18Andi Sudirman Hamsah, Hukum Lingkungan (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 23.
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b. Peristiwa gempa bumi, yaitu aktivitas pergerakan lempengan bumi yang 
menyebabkan getaran dengan kapasitas tertentu dan bisa menyebabkan tanah 
longsor, bangunan roboh, tsunami dan berbagai kerusakan lainnya.
c. Peristiwa badai dan angin topan.
2. Kerusakan lingkungan akibat ulah manusia
Selain disebabkan oleh faktor-faktor gejala alam, perilaku dan ulah manusia 
juga menjadi faktor penyebab kerusakan lingkungan yang sangat berpengaruh 
terhadap lingkungan hidup sekitar kita. Beberapa perilaku seperti penebangan hutan 
secara liar, pemanfaatan lahan yang tidak tepat, aktivitas industry perusahaan yang 
membuang limbah sembarangan, asap knalpot kendaraan bermotor yang 
menyebabkan polusi dan lain sebagainya.19
Hal-hal tersebut secara langsung dan tidak langsung berdampak pada 
rusaknya lingkungan hidup di sekitar kita dan mengganggu kehidupan di masa depan.
1. Kerusakan akibat peristiwa alam
a. Kerusakan akibat letusan gunung berapi.
Letusan gunung berapi merupakan salah satu aktivitas vulkanisme. Letusan 
gunung berapi merupakan gejala alam. Manusia tidak mampu membendung atau 
mencegahnya. Akibat dari letusan gunung berapi dapat merusak lingkungan hidup.
Kerusakan itu antara lain :20
                                                  
19Siti Sundari Rangkuti, Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional
(Surabaya: Universitas Airlangga Press, 2000), h. 28.
20Syamsu Bahri, Humanisasi Lingkungan,(Makassar,Alauddin University Prees 2011), h. 17.
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a. Kerusakan gunung berapi melemparkan berbagai material padat yang dapat 
menimpa perumahan, daerah pertanian, hutan, dan sebagainya.
b. Hujan abu vulkanik yang menyertai letusan dapat menyebabkan terganggunya 
pernapasan juga pemandangan yang gelap, dan dapat menutupi areal pertanian 
dan perkebunan yang bisa mengurangi produksi
c. Aliran lahar dapat menyebabkan pendangkalan sungai, sehingga ketika hujan 
turun menimbulkan banjir.
d. Gas yang mengandung racun dapat mengancam keselamatan makhluk disekitar 
gunung api
e. Lava panas yang meleleh akan merusak dan mematikan apa saja yang dilaluinya. 
Setelah dingin, akan membeku menjadi batuan yang keras yang dapat 
menghambat pertumbuhan tanaman.
f. Awan panas yang berhembus dengan kecepatan tinggi dan tidak terlihat mata 
dapat menewaskan makhluk hidup yang dilaluinnya. Lahar dingin, dapat 
merusak areal pertanian, dan daerah permukiman penduduk serta bangunan lain.
g. Debu-debu gunung api yang bertebaran di udara, dapat menghalangi radiasi 
matahari, dan membahayakan penerbangan udara.
h. Kerusakan akibat gempa bumi.
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Gempa bumi merupakan hentakan lapisan bumi yang bersumber dari lapisan 
di sebelah dalam merambat ke permukaan bumi. Kerusakan akibat gempa bumi 
menimbulkan gejala langsung maupun tidak langsung :21
1. Banjir atau tanggul rusak.
2. Gempa di dasar laut menyebabkan tsunami.
3. Tanah di permukaan menjadi merekah.
4. Tanah longsor.
5. Bangunan roboh.
6. Kebakaran yang terjadi akibat dampak lanjutan gempa.
7. Kerusakan akibat Cyclon (angin topan).
b. Kerusakan akibat ulah manusia.
1. Pertanian
Penggundulan hutan merupakan salah satu contoh kerusakan yang diakibatkan 
oleh kegiatan pertanian ladang berpindah. Tempat yang ditinggalkan menjadi kurang 
subur dan ditumbuhi alang-alang. Akibat lebih jauh, saat musim hujan akan terjadi 
proses pengikisan tanah permukaan yang intensif. Hal ini bisa menyebabkan banjir, 
sementara itu saat musim kemarau tempat seperti itu akan mengalami kekurangan 
air.22
2. Perikanan
                                                  
21Muhammad Akib, Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional (Jakarta, Rajawali 
Pres, 2004), h, 56.
22 Muhammad Akib, Hukum Lingkungan Persepektif Nasional dan Global, h. 56.
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Cara penangkapan ikan yang salah, seperti menggunakan pukat harimau juga 
menyebabkan kian berkurangnya jenis-jenis ikan tertentu di daerah perairan. Apalagi 
bila menggunakan bahan peledak, tidak saja ikan besar yang mati, tetapi larva dan 
ikan-ikan kecil lainnya juga ikut mati.23
3. Teknologi dan Industri
Penggunaan traktor dalam membajak sawah sebagai alat bantu, traktor 
memang mempermudah dan mempercepat dalam membajak sawah. Namun, kadang 
ada hal lain yang terbawa seperti, sisa bahan bakar, buangan oli, dan sebagainya.24
Hal tersebut bisa merusak lingkungan. Pencemaran (polusi) adalah peristiwa 
berubahnya keadaan alam (udara, air, dan tanah) karena adanya unsur-unsur baru atau 
meningkatnya sejumlah unsur tertentu. Macam-macam pencemaran adalah sebagai 
berikut :
a. Pencemaran Udara
Hasil limbah industri, limbah pertambangan, dan asap kendaraan bermotor 
dapat mencemari udara. Asap-asap hasil pembuangan tersebut terdiri atas karbon 
monoksida, karbon dioksida, dan belerang dioksida. Karbon dioksida mengakibatkan 
hawa pengap dan naiknya suhu permukaan bumi. Karbon monoksida dapat meracuni 
                                                  
23Muhammad Akib, Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional (Jakarta,PT 
RajaGrafindo Persada, 2014), h. 1.
24Beni Ahmad Saebani, Antropologi Hukum (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 15.
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dan mematikan makhluk hidup sedangkan belerang dioksida menyebabkan udara 
bersifat korosif yang menimbulkan proses perkaratan pada logam.25
b. Pencemaran suara
Pencemaran suara dapat timbul dari bising-bising suara mobil, kereta api, 
pesawat udara, dan jet. Di pusat-pusat hiburan dapat pula terjadi pencemaran suara 
yang bersumber dari tape recorder yang diputar keras-keras. Adanya pencemaran 
suara dapat mengakibatkan timbulnya berbagai penyakit dan gangguan pada manusia 
dan hewan ternak, seperti gangguan jantung, pernafasan dan gangguan saraf.26
c. Pencemaran air
Pembuangan sisa-sisa industri secara sembarangan bisa mencemarkan sungai 
dan laut. Jika sungai dan laut tercemar, akibatnya banyak ikan dan mikrobiologi yang 
hidup di dalamnya tak mampu hidup lagi. Selain itu air sungai dan laut yang tercemar 
itu juga mengakibatkan sumber air tercemar sehingga manusia sulit mendapat air 
minum yang sehat dan bersih.27
d. Pencemaran tanah
Pada dasarnya tanah pun dapat mengalami pencemaran, penyebabnya antara 
lain :28
                                                  
25 Ahmad Saebani, Antropologi Hukum, h. 25.
26Muhammad Akib, Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional (Jakarta, Rajawali 
Pres, 2004), h, 65.
27 Muhammad Akib, Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional, h. 67.
28 Satjipto Rahardjo, Hukum Dalam Jagad Ketertiban (Jakarta: UKI Press, 2006), h. 24.
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1. Bangunan barang-barang atau zat-zat yang tidak larut dalam air yang berasal 
dari pabrik-pabrik.
2. Pembuangan ampas kimia dan kertas plastik bekas pembungkus botol bekas.
e. Banjir
Faktor-faktor lingkungan yang menyebabkan banjir, antara lain Penggundulan 
hutan secara tak terencana Pembuangan sampah di sembarang tempat Sulit 
meresapnya air hujan di tanah perkotaan karena tanah perkotaan banyak tertutup 
semen beton dan aspal.
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BAB IV
SANKSI PIDANA PELAKU PENCEMARAN DAN PERUSAKAN 
LINGKUNGAN HIDUP MENURUT HUKUM ISLAM DAN 
UNDANG-UNDANG NOMOR 32  TAHUN 2009
A. Analisis Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pencemaran dan 
Perusakan Lingkungan Hidup.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah instrumen hukum yang 
diciptakan untuk melindungi negara dalam sisi lingkungan hidup. Merupakan 
suatu keharusan semua manusia untuk menciptakan lingkungan hidup yang 
sehat, bersih dan berwawasan. Dalam pelaksanaan penerapan Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup secara garis besar tidak menemui permasalahan 
berat. Penekanan keadilan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 
Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jelas
diatur didalam pasal-pasalnya.1
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan instrumen 
penyempurna dari peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup 
                                                  
1Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara (Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta, 
2008), h. 43.
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sebelumnya. Kelemahan subtansi dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 
tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Rumusan ketentuan pidana dalam 
Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 merupakan pengembangan dan evisi 
terhadap rumusan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 
1997 dan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1982. Jika Undang-Undang Nomor 4 
tahun 1982 hanya memuat rumusan ketentuan pidana yang bersifat delik materil, 
maka Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 memuat rumusan delik materildan 
juga delik formil.2
Subtansi hukum lingkungan mencakup sejumlah ketentuan-ketentuan 
hukum tentang dan berkaitan dengan upaya-upaya mencegah dan mengatasi 
masalah-masalah lingkungan hidup. Tentang pembidangan dalam hukum 
lingkungan, tampaknya diantara para sarjana tidak terdapat kesamaan pandangan. 
Van den berg membagi hukum lingkungan kedalam lima bidang, yakni :3
1. Hukum bencana 
2. Hukum kesehatan lingkungan 
3. Hukum tentang sumber alam 
4. Hukum tentang pembagian pemakaian tata ruang 
5. Hukum perlindungan lingkungan 
                                                  
2Republik Indonesia, Undang-Undang RI  Nomor 32 Tahun 2009 Tentang  Perlindungan  dan 
Pengelolaan Lingungan Hidup, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 5.
3N. H. T. Siahaan, Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan (Jakarta: Erlangga, 2004), 
h. 4.
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Tidak dapat disangkal, bahwa peran dari pemerintah diperlukan dalam 
menegakan keadilan karena mempunyai peran yang penting untuk menciptakan 
sistem atau struktur sosial politik yang kondusif. Sony Keraf berpendapat tentang 
struktur keadilan, bahwa sistem atau struktur yang adil adalah keterbukaan 
politik dari pihak pemerintah untuk diproses hukum berdasarkan aturan keadilan 
yang ada.4 Dalam konteks ini institusi pemerintah merupakan legitimasi rakyat 
untuk menjaga kestabilan dan keutuhan lingkungan secara komprehensif. Akan 
menjadi utopi apabila norma hanya menjadi hukum tertulis tanpa adanya 
realisasi.
Pengembangan hukum lingkungan berdasarkan teori hak dipengaruhi oleh 
filsafat moral atau etika. Aliran ini menganggap perbuatan yang menimbulkan 
pencemaran dan perusakan lingkungan merupakan perbuatan jahat (evils) 
sehingga masyarakat atau negara wajib untuk menghukum perbuatan semacam 
itu. Teori hak ini juga mencakup dua aliran pemikiran, yaitu libertarianisme di 
satu sisi dan aliran pemikiran hak-hak hewan (animal rights) di sisi lain.5
Libertarianisme menolak argumen dari teori pendekatan ekonomi yang 
menganggap pencemaran dan perusakan lingkungan sekadar sebagai masalah 
ketidakefisienan dan ketidakadilan distribusi sumber daya alam, tetapi 
libertarianisme secara tegas menganggap perbuatan mencemari dan merusak 
                                                  
4Mary Evelyn Tucker, John A. Grim, Agama Filsafat, dan Linkungan Hidup (Yogyakarta: 
Kanisius, 2003), h. 99.
5Ahmad Rofiq,  Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998),  h. 3. 
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lingkungan merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak-hak pribadi dan hak-
hak kebendaan. Oleh karena itu, menurut libertarianisme hukum lingkungan 
harus mewajibkan para pelaku usaha untuk terus menerus meminimalisasi tingkat 
pencemaran atau perusakan lingkungan dan kemudian meniadakan sama sekali 
pencemaran dan perusakan lingkungan.6
Pendasaran bagi tanggung jawab untuk melestarikan lingkungan hidup, 
dapat dicari juga dalam tuntutan etis untuk mewujudkan keadilan. Kalau begitu, 
keadilan di sini harus dipahami sebagai keadilan distributive, artinya keadilan 
yang mewajibkan kita untuk membagi dengan adil. Sebagaimana sudah kita lihat, 
lingkungan hidup pun menyangkut soal kelangkaan dank arena itu harus dibagi 
dengan adil.7 Perlu dianggap tidak adil, bila kita tidak memanfaatkan alam 
demikian rupa, sehingga orang lain misalnya generasi-generasi yang akan datang 
tidak lagi bisa memakai alam untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan baik. 
Hal ini dapat dijelaskan dengan berbagai cara. Jika bisnis tidak melestarikan 
lingkungan, akibatnya untuk semua orang tidak sama. Dengan cara 
mengeksploitasi alam ini para pemilik perusahaan termasuk pemegang saham 
justru akan maju, tetapi orang kurang mampu akan dirugikan.8
                                                  
6R. M. Gatot P. Soemartono, Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika: 
1991), h. 56.
7Arya Wisnu Wardhana, Dampak Pencemaran Lingkungan, (Yogyakarta: Andi, 2001) h. 37.
8Mahrus Ali, Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangand an Penerapan (Jakarta: 
PT RajaGrafindo Persada, 2015), h. 75.
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Lingkungan merupakan manifestasi dari interaksi mahluk hidup di dunia 
kosmos ini. Pengelolaan hutan dilakukan dengan tidak efisien, merupakan cikal 
bakal mengganggu tatanan kehidupan. Relasi mahluk hidup terhadap lingkungan 
terjadi sejak lahir atau tumbuh hingga mengalami kematian atau kepunahan. 
Eksitensi ini, menurut Juli Soemirat Slamet, interaksi manusia dengan 
lingkungan hidupnya merupakan suatu proses yang wajar dan terlaksana sejak 
manusia itu dilahirkan sampai ia meninggal dunia. 9
Dalam studi-studi ekonomi, sudah sering dikemukakan bahwa akibat buruk 
dalam kerusakan lingkungan hidup terutama dirasakan oleh orang miskin. Hal 
seperti ini harus dinilai tidak adil, karena menurut keadilan distributive semua 
orang harus diperlakukan dengan sama jika tidak ada alasan relevan untuk 
memperlakukan mereka dengan cara berbeda. Lingkungan hidup harus 
dilestarikan, karena hanya cara memakai sumber daya alam itulah memajukan 
persamaan (equality), sedangkan cara memanfaatkan alam yang merusak 
lingkungan mengakibatkan ketidaksamaan, karena membawa penderitaan 
tambahan khususnya untuk orang kurang mampu.10
Dalam rangka pembahasannya tentang keadilan distributive, John Rawls 
pun berbicara tentang masalah lingkungan hidup, tetapi ia mengaitkannya bukan 
dengan keadaan sekarang, melainkan dengan generasi-generasi yang akan 
                                                  
9Hardjasoemantri Koesnadi, Hukum Tata Lingkungan (Yogyakarta: Gadjah Mada University 
Press, 2009), h. 78.
10Otto Soemarwoto, Atur Diri Sendiri Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004), h. 35.
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datang. Kita akan tidak berlaku adil bila kita mewariskan lingkungan yang rusak 
kepada generasi-generasi sesudah kita. Oleh itu kita harus menghemat dalam 
memakai sumber daya alam, sehingga masih tesisa cukup untuk generasi 
mendatang. Keadilan hanya menuntut bahwa kita meninggalkan sumber-sumber 
energi alternative bagi generasi-generasi sesudah kita, tetapi prinsip penghematan 
adil lebih mendesak untuk diterapkan pada integritas alam. Kita wajib 
mewariskan lingkungan hidup yang utuh kepada generasi-generasi mendatang, 
agar mereka bias hidup pantas seperti kita sekarang ini.11
Masalah lingkungan hidup dapat disoroti juga dari sudut keadilan social. 
Pelaksanaan keadilan individual semata-mata tergantung pada kemauan baik atau 
buruk dari individu tertentu. Secara tradisisonal keadilan social hamper selalu 
dikaitkan dengan kondisi kaum buruh dalam industrialisasi abad ke-19 dan ke-
20. Pelaksanaan keadilan di bidang kesempatan kerja, pendidikan, pelayanan 
kesehatan dan sebagainya. Hal yang sejenis berlaku juga dalam konteks 
lingkungan hidup. Jika di Eropa satu perusahaan memutuskan untuk tidak lagi 
membuang limbah industrinya ke dalam laut utara, kualitas air laut dan keadaan 
flora dan faunanya hampir tidak terpengaruhi, selama terdapat ribuan perusahaan 
di kawasan itu yang tetap mencemari laut dengan membuang limbahnya.12
                                                  
11N. H. T. Siahaan, Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan (Jakarta: Erlangga, 2004), 
h. 4.
12Muhammad Akib, Politik Hukum Lingkungan, Dinamika dan Refleksinya dalam Produk 
Hukum Otonomi Daerah (Jakarta:Rajawali Pers, 2012), h. 137.
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Suatu hak akan memberikan tuntutan adanya suatu kewajiban tertentu. 
Seseorang yang telah memperoleh hak tertentu menurut hukum, tidak serta merta 
dapat menjalankan haknya dengan sebebas-bebasnya, karena hal ini akan
bertentengan dengan asas kepentingan umum atau kepentingan individu orang 
lain.13 Dalam hubungan dengan hukum lingkungan, fenomena diatas tidak akan 
terlepas dalam ikatan hukum yang mengatur suatu perjanjian dalam pengelolaan 
lingkungan hidup untuk suatu perizinan.
B. Sanksi pidana Terhadap Pelaku Pencemaran dan Perusakan Terhadap 
Lingkungan Hidup
Penegakan sanksi pidana dalam Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 32 Tahun 2009 adalah menempatkan hukum pidana bukan sebagai sanksi 
yang ultimum remedium tetapi justru sebagai sanksi komulatif dan premium 
remedium. “Penerapan sanksi pidana dalam Undang-undang Republik Indonesia 
Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup”.14 Dengan adanya peraturan atau produk hukum di bidang lingkungan 
hidup bukan berarti menjamin tidak adanya masalah yang muncul, bahkan akan 
ada masalah yang baru berkaitan dalam pelaksanaan produk hukum tersebut. 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
                                                  
13Republik Indonesia, Undang-Undang RI  Nomor 32 Tahun 2009 Tentang  Perlindungan  
dan Pengelolaan Lingungan Hidup (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 5.
14Republik Indonesia, Undang-Undang RI  Nomor 32 Tahun 2009 Tentang  Perlindungan  
dan Pengelolaan Lingungan Hidup, h. 7.
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Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidu p merupakan satu kesatuan 
yang menjadi penyempurna dari sebelumnya.15
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 ini terdiri dari 17 BAB dan 127 
Pasal yang mengatur secara lebih menyeluruh tentang perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup (selanjutnya disingkat UUPPLH). Perbedaan 
mendasar antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan 
lingkungan hidup (selanjutnya disingkat UUPLH) dengan Undang-Undang ini 
adalah adanya penguatan yang terdapat dalam Undang-Undang ini tentang 
prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan 
pada tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan 
dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan atau kerusakan 
lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan 
pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan.16
    Beberapa point penting dalam UU No. 32 Tahun 2009 antara lain:17
a. Keutuhan unsur-unsur pengelolaan lingkungan hidup;
b. kejelasan kewenangan antara pusat dan daerah;
c. Penguatan pada upaya pengendalian lingkungan hidup;
                                                  
15Satjipto Rahardjo, Analisis AMDAL dalam UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Bandung: Binacipta, 2009), h. 110.
16 N. H. T. Siahaan, Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan (Jakarta: Erlangga, 
2004), h. 15.
17Mary Evelyn Tucker, John A. Grim, Agama Filsafat, dan Linkungan Hidup (Yogyakarta: 
Kanisius, 2003), h. 99.
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d. Penguatan instrumen pencegahan pencemaran dan/ atau kerusakan 
lingkungan hidup, Pendayagunaan perizinan sebagai instrumen 
pengendalian;
e. Pendayagunaan pendekatan ekosistem;
f. Kepastian dalam merespon dan mengantisipasi perkembangan lingkungan 
global;
g. Penguatan demokrasi lingkungan melalui akses informasi, akses 
partisipasi, dan akses keadilan serta penguatan hak-hak masyarakat dalam 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
h. Penegakan hukum perdata, administrasi, dan pidana secara lebih jelas;
i. Penguatan kelembagaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 
yang lebih efektif dan responsif;
j. Penguatan kewenangan pejabat pengawas lingkungan hidup dan Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil lingkungan hidup.
Melalui Undang-Undang ini juga, pemerintah memberi kewenangan yang 
sangat luas kepada pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup di daerah masing-masing yang tidak diatur 
dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan 
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Lingkungan Hidup. Yang dimaksud perlindungan dan pengelolaan lingkungan 
hidup dalam undang-undang tersebut meliputi:18
1. Aspek Perencanaan yang dilakukan melalui inventarisasi lingkungan 
hidup, penetapan wilayah ekoregion dan penyusunan RPPLH 
(Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)
2. Aspek Pemanfaatan Sumber daya Alam yang dilakukan berdasarkan 
RPPLH. Tetapi dalam Undang-undang ini telah diatur bahwa jika suatu 
daerah belum menyusun RPPLH maka pemanfaatan sumber daya alam 
dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan 
hidup.
3. Aspek pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan fungsi 
lingkungan hidup yang meliputi pencegahan, penanggulangan dan 
pemulihan.
4. Pemeliharaan lingkungan hidup yang dilakukan melalui upaya konservasi 
sumber daya alam, pencadangan sumber daya alam, dan/ atau pelestarian 
fungsi atmosfer.19
Aspek pengawasan dan penegakan hukum, meliputi:20
                                                  
18Wisnu Arya Wardhana, Dampak Pencemaran Lingkungan (Yogyakarta: Andi, 2004), h. 
113.
19Hanafi Amrani, Mahrus Ali, Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan 
Penerapan (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), h. 204.
20Sukanda Husin, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 
87.
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a. Pengaturan sanksi yang tegas (pidana dan perdata) bagi pelanggaran 
terhadap baku mutu, pelanggar AMDAL (termasuk pejabat yang 
menebitkan izin tanpa AMDAL atau UKL-UPL), pelanggaran dan 
penyebaran produk rekayasa genetikan tanpa hak, pengelola limbah B3 
(Bahan Berbahaya Beracun) tanpa izin, melakukan dumping tanpa izin, 
memasukkan limbah ke NKRI tanpa izin, melakukan pembakaran hutan.
b. Pengaturan tentang pajabat pengawas lingkungan hidup (PPLH) dan 
penyidik pengawai negeri sipil (PPNS), dan menjadikannya sebagai jabatan 
fungsional.
Selanjutnya, pengaturan tentang sanksi pidana tidak jauh berbeda 
bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana yang ada dalam Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
hidup dibandingkan dengan undang-undang Nomor 23 tahun 1999 tentang 
Pengelolaan Lingkungan Hidup tetap tindak pidana dibagi dalam dalam delik 
materil maupun delik materil.21
Cuma dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 pengaturan pasal 
lebih banyak pasal sanksi pidananya bila dibandingkan dengan Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 1997. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 hanya 
                                                  
21Sukanda Husin, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 
87.
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ada enam pasal yang menguraikan masalah sanksi pidana dalam kaitannya 
dengan tindak pidana lingkungan (Pasal 41 sampai dengan Pasal 46).22
Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 ada 19 Pasal 
(Pasal 97 sampai dengan Pasal 115). Jika diamati dan dibadingkan pengaturan 
Pasal tentang sanksi pidana terhadap tindak pidana lingkungan dalam UUPPLH 
lebih terperinci jenis tindak pidana lingkungan, misalnya ada ketentuan baku 
mutu lingkungan hidup, diatur dalam pasal tersendiri tentang pemasukan 
limbah bahan berbahaya dan beracun (selanjutnya disingkat B3), masalah 
pembakaran lahan, dan penyusunan AMDAL tanpa sertifikat akan dikenakan 
sanksi pidana. Atau dengan kata lain pengaturan sanksi pidana secara terperinci 
dalam beberapa pasal.
Tindak pidana yang diperkenalkan dalam UUPPLH juga dibagi dalam 
delik formil dan delik materil. Menurut Sukanda Husin (2009: 122) delik 
materil dan delik formil dapat didefensikan sebagai berikut:23
1. Delik materil  (generic crime) adalah perbuatan melawan hukum yang 
menyebabkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup yang tidak 
perlu memerlukan pembuktian pelanggaran aturan-aturan hukum 
administrasi seperti izin.
                                                  
22 UU RI No.32 tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140
23 Otto Soemarwoto, Atur Diri Sendiri Paradigma Baru Pengolahan Lingkungan Hidup
(Yogyakarta: Gadjah Mada University press, 2004), h. 75.
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2. Delik formil (specific crime) adalah perbuatan yang melanggar hukum 
terhadap aturan-aturan hukum administrasi, jadi untuk pembuktian 
terjadinya delik formil tidak diperlukan pencemaran atau perusakan 
lingkungan hidup seperti delik materil, tetapi cukup dengan membuktikan 
pelanggaran hukum administrasi.24
Berikut ini dikutip beberapa delik materil yang ditegaskan dalam 
UUPPLH yang disesuaikan dengan beberapa kejahatan yenga berkaitan dengan 
standar baku kebiasaan terjadinya pencemaran lingkungan yaitu:25
Pasal 105
Setiap orang yang memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara kesatua 
republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat 1 huruf c 
dipidana dengan penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua 
belas tahun dan denda paling sedikit Rp 4.000.000.000 dan paling banyak 
Rp. 12.000.000.000.
Pasal 106
Setiap orang yang memasukkan limbah B3 kedalam wilayah Negara 
kesatuan republik Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 69 ayat 1 huruf d 
dipidana dengan penjara paling singkat lima tahun dan paling lama lima 
                                                  
24Sukanda Husin, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 
87.
25 Sukanda Husin, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, h. 87.
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belas tahun dan denda paling sedikit Rp 5.000.000.000 dan paling banyak 
Rp. 15.000.000.000.
Pasal 107
Setiap orag yang memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan 
perundang-undangan kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia sebagaimana dimaksud pasal 69 ayat 1 huruf b dipidana dengan 
pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama lima belas tahun 
dan denda paling sedikit Rp 5.000.000.000 dan paling banyak Rp. 
15.000.000.000.
Pasal 108
Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 69 ayat 1 huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling 
singkat satu tahun dan paling lama tiga belas tahun dan denda paling 
sedikit Rp 3.000.000.000 dan paling banyak Rp. 10.000.000.000.
Sementara, yang termasuk dalam delik formil, sebagai tindak pidana yang 
harus didasarkan pada persyaratan administratif dari perusahaan atau individu 
itu bertindak dan patut diduga melakukan tindak pidana terhadap 
lingkungan juga dapat dilihat dalam beberapa pasal seperti:26
Pasal 98
                                                  
26Hanafi Amrani, Mahrus Ali, Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan 
Penerapan (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), h. 204.
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Setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan 
dilampauinya baku mutu udara ambient, baku mutu air, baku mutu air 
laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan 
pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama sepuluh 
tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000 dan paling banyak 
Rp.10.000.000.000.
Pasal 102
Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin 
sebagaimana dimaksud Pasal 59 ayat 4, dipidana dengan pidana penjara 
paling singkat satu tahun dan paling lama tiga tahun dan denda paling 
sedikit Rp. 1.000.000.000 dan paling banyak Rp. 3.000.000.000
Hal yang membedakan dengan UUPLH dan UUPPLH adalah pada sanksi 
pidana dendanya yang bukan lagi dalam hitungan jutaan rupiah tetapi dinaikkan 
menjadi standar miliaran rupiah. Dalam undang-undang yang baru tersebut, 
juga diatur masalah pertanggujawaban pidana bagi korporasi, yang selanjutnya 
dapat dikenakan kepada yang memerintah sehingga terwujud tindak pidana 
pencemaran lingkungan, tanpa memerhatikan terjadinya tindak pidana itu 
secara bersama-sama (vide: Pasal 116 ayat 2). Pengaturan yang berbeda juga 
dapat diamati pada peran kejaksaan yang dapat berkoordinasi dengan instansi 
yang bertanggung jawab dibidang perlindungan hidup untuk melaksanakan 
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eksekusi dalam melaksanakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib (vide: 
Pasal 119 dan Pasal 120).27
C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Perusakan dan Pencemaran Lingkungan 
Hidup
Pendidikan lingkungan yang diajarkan oleh Rasulullah saw berdasarkan 
wahyu, sehingga banyak kita jumpai ayat-ayat ilmiah al-Qur’an dan As Sunnah 
yang membahas tentang lingkungan. Pesan-pesan al-Qur’an mengenai 
lingkungan sangat jelas dan prospektif.28 Ada beberapa tentang lingkungan 
dalam al-Qur’an, antara lain: lingkungan sebagai suatu sistem, tanggung jawab 
manusia untuk memelihara lingkungan hidup, larangan merusak lingkungan, 
sumber daya vital dan problematikanya, peringatan mengenai kerusakan 
lingkungan hidup yang terjadi karena ulah tangan manusia dan pengelolaan yang 
mengabaikan petunjuk Allah serta solusi pengelolaan lingkungan.29
Adapun As-Sunnah lebih banyak menjelaskan lingkungan hidup secara 
rinci dan detail. Karena al-Qur’an hanya meletakkan dasar dan prinsipnya secara 
global, sedangkan as-Sunnah berfungsi menerangkan dan menjelaskannya dalam 
                                                  
27UU RI No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140.
28A.Qadir Gassing, Fiqih Lingkungan (Makassar: Fakultas Syari’ah IAIN/UIN Alauddin
Makassar, 2005), h, 13.
29Mary Evelyn Tucker, John A. Grim, Agama Filsafat, dan Linkungan Hidup (Yogyakarta: 
Kanisius, 2003), h. 99.
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bentuk hukum-hukum, pengarahan pada hal-hal tertentu dan berbagai penjelasan 
yang lebih rinci.30
1. Lingkungan Sebagai Suatu Sistem
Suatu sistem terdiri atas komponen-komponen yang bekerja secara 
teratur sebagai suatu kesatuan. Atau seperangkat unsur yang secara teratur 
saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Hal ini senada dengan 
pengertian lingkungan hidup, yaitu sistem yang merupakan kesatuan ruang 
dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia 
dan perilakunya yang menentukan perikehidupan serta kesejahteraan 
manusia dan makhluk hidup lainnya. Atau bisa juga dikatakan sebagai suatu 
sistem kehidupan dimana terdapat campur tangan manusia terhadap tatanan 
ekosistem.31 Upaya memelihara dan memakmurkan tersebut bertujuan untuk 
melestarikan daya dukung lingkungan yang dapat menopang secara 
berkelanjutan pertumbuhan dan perkembangan yang kita usahakan dalam 
pembangunan. Walaupun lingkungan berubah, kita usahakan agar tetap pada 
kondisi yang mampu untuk menopang secara terus-menerus pertumbuhan 
dan perkembangan, sehingga kelangsungan hidup kita dan anak cucu kita 
dapat terjamin pada tingkat mutu hidup yang makin baik.32 Konsep 
                                                  
30 Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata Lingkungan, h. 540.
31A.Qadir Gassing, Fiqih Lingkungan (Makassar: Fakultas Syari’ah IAIN/UIN Alauddin
Makassar, 2005), h. 13.
32Sukanda Husin, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, h. 87.
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pembangunan ini lebih terkenal dengan pembangunan lingkungan 
berkelanjutan.
Tujuan tersebut dapat dicapai apabila manusia tidak membuat 
kerusakan di bumi, sebagaimana firman Allah dalam QS al- A’raf/7 : 56.
 ﺎَﻬِﺣَﻼْﺻِإ َﺪْﻌَـﺑ ِضْرَْﻷا ِﰲ اوُﺪِﺴْﻔُـﺗ َﻻَو ِﻪﱠﻠﻟا َﺖَْﲪَر ﱠنِإ  ﺎًﻌَﻤَﻃَو ًﺎﻓْﻮَﺧ ُﻩﻮُﻋْداَو
 َﲔِﻨِﺴْﺤُﻤْﻟا َﻦِﻣ ٌﺐِﻳﺮَﻗ
Terjemahnya:
Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah 
(Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak 
akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah 
amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.33
Berkaitan dengan pemeliharaan lingkungan, Rasulullah SAW 
mengajarkan kepada kita tentang beberapa hal, diantaranya agar melakukan 
penghijauan, melestarikan kekayaan hewani dan hayati, dan lain sebagainya.
2. Sumber Daya Vital dan Problematikanya
Manusia telah sedikit banyak berhasil mengatur kehidupannya sendiri 
(birth control maupun death control) dan sekarang dituntut untuk 
mengupayakan berlangsungnya proses pengaturan yang normal dari alam 
dan lingkungan agar selalu dalam keseimbangan. Khususnya yang 
                                                  
33 Sukanda Husin, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, h. 89.
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menyangkut lahan (tanah), air dan udara, karena ketiga unsur tersebut 
merupakan sumber daya yang sangat penting bagi manusia.
3. Sumber Daya Lahan atau Tanah
Manusia berasal dari tanah dan hidup dari dan di atas tanah. Hubungan 
antara manusia dan tanah sangat erat. Kelangsungan hidup manusia 
diantaranya tergantung dari tanah dan sebaliknya, tanahpun memerlukan 
perlindungan manusia untuk eksistensinya sebagai tanah yang memiliki 
fungsi. Allah swt berfirman :
Terjemahnya:
Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah 
banyaknya Kami tumbuhkan di bumi itu pelbagai macam tumbuh-
tumbuhan yang baik.34
Terjemahnya
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat suatu 
tanda kekuasaan Allah. Dan kebanyakan mereka tidak beriman.35
Dengan lahan itu manusia bisa membuat tempat tinggal, bercocok tanam, 
dan melakukan aktivitas lainnya. Namun, pemandangan ironis di Indonesia terlihat 
                                                  
34Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Terjemah Tafsiryah, (Bandung: Syaamil, 2013), h. 75.
35 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Terjemah Tafsiryah, h. 75.
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cukup mencolok diantaranya penebangan hutan untuk ekspor (tanpa diikuti upaya 
peremajaan yang memadai) dan perluasan kota yang melebar, mencaplok tanah-
tanah subur pedesaan.36
Adanya pembangunan tata ruang yang kurang baik, seperti pembangunan 
kota dan perumahan, menyebabkan semakin sempitnya lahan pertanian yang 
subur. Selain itu, juga terjadi kerusakan tingkat kesuburan tanah yang disebabkan 
pemakaian teknologi kimiawi yang over dosis. Dan bahkan pemakaian pupuk 
kimiawi tersebut merusak ekosistem pertanian, diantaranya semakin resistensi dan 
resurjensinya hama dan penyakit tanaman. Sehingga hasil produksi pertanian pun 
menurun yang akhirnya berdampak pada kehidupan sosial-ekonomi penduduk.
Melihat kenyataan tersebut, mestinya perkara konservasi tanah dan lahan 
sudah merupakan suatu keharusan, condition sine qua non, demi berlangsungnya 
kehidupan manusia. Usaha yang dapat dilakukan antara lain reboisasi, 
perencanaan tata ruang yang baik (lahan subur untuk pertanian dan lahan tandus 
untuk industri atau bangunan), dan penerapan sistem pertanian yang ramah 
lingkungan (pertanian organik atau lestari).37
                                                  
36Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata Lingkungan, h. 539.
37Ahmad Rofiq,  Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1998),  h. 3.  
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3. Sumber Daya Air
Selain lahan atau tanah, yang tak kalah pentingnya adalah air. Manusia 
membutuhkan air untuk hidupnya, karena dua pertiga tubuh manusia terdiri dari
air. Allah SWT berfirman QS al- Mursalat/77:27.
Terjemahnya:
Dan Kami jadikan padanya gunung-gunung yang tinggi, dan Kami beri 
minum kamu dengan air tawar.38
Yang ironis adalah bahwa kekeringan datang silih berganti dengan banjir. 
Pada suatu saat kita kekurangan air, tapi pada saat yang lain justru kelebihan air. 
Mestinya manusia bisa mengatur sedemikian hingga sepanjang waktu bisa 
cukupan air (tidak kurang dan tidak lebih). Hal itu sebenarnya telah ditunjukkan 
oleh alam dalam bentuk siklus hidrologis dari air yang berlangsung terus menerus, 
volume air yang dikandungnya tetap, hanya bentuknya yang berubah. Allah SWT 
berfirman dalam QS at-Thariq/86 : 11.
Terjemahnya:
“Demi langit yang mengandung hujan (raj’i).39
                                                  
38 A.Qadir Gassing, Fiqih Lingkungan (Makassar: Fakultas Syari’ah IAIN/UIN Alauddin
Makassar, 2005), h, 53.
39Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Terjemah Tafsiryah, h. 75.
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Kata Raj’i berarti “kembali”. Hujan dinamakan raj’i dalam ayat ini, 
karena hujan itu berasal dari uap air yang naik dari bumi (baik dari air laut, 
danau, sungai dan lainnya) ke udara, kemudian turun ke bumi sebagai hujan, 
kemudian kembali ke atas, dan dari atas kembali ke bumi dan begitulah 
seterusnya. Atau terkenal dengan siklus hidrologik.40
Kisah perjalanan air yang urut dan runtut itu telah memberikan kontribusi 
yang sangat vital pada daur kehidupan dan pembaharuan sumber daya alam. 
Namun manusia melakukan sesuatu yang menyebabkan terhambatnya siklus 
hidrologi tersebut. Manusia membuat saluran drainase dengan lapisan semen 
yang kedap air dan mengecor jalan dengan semen, sehingga air mengalir cepat ke 
laut dan mengingkari fungsinya sebagai pemberi kehidupan (life giving role). 
Dan menipislah persediaan air tanah. Sungai-sungai yang dulu sebagai organisme 
yang mampu memamah biak benda-benda yang dibuang kedalamnya dan 
memberikan pasokan air bersih yang memadai untuk kehidupan. Sekarang 
sungai-sungai tersebut lebih berwujud berupa tempat pembuangan sampah yang 
terbuka, dijejali dengan limbah industri dan buangan rumah tangga yang tidak 
mungkin lagi atau tidak mudah dicerna guna menghasilkan air yang sedikit 
bersih sekalipun.41
                                                  
40Otto Soemarwoto, Atur Diri Sendiri Paradigma Baru Pengolahan Lingkungan Hidup
(Yogyakarta: Gadjah Mada University press, 2004), h. 5.
41Sukanda Husin, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 
87.
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Kerusakan lingkungan pada ekosistem pantai yakni rusaknya hutan bakau 
(mangrove) di tepi pantai, seperti di Cilacap, dan rusaknya terumbu karang. 
Padahal hutan bakau dan terumbu karang sangat berfungsi bagi keseimbangan 
dan keberlangsungan ekosistem pesisir dan lautan, rantai makanan, melindungi 
abrasi laut dan keberlanjutan sumber daya lautan.42
                                                  
42Sukanda Husin, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, h. 87.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Setelah melakukan pembahasan dan analisis dengan memperhatikan pokok 
permasalahan yang diangkat dengan judul “Sanksi Pidana Terhadap Pelaku 
Perusakan Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2009”, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Faktor-faktor perusakan dan pencemaran lingkungan yaitu:
a. Pertama, kerusakan karena faktor internal, yakni kerusakan yang berasal 
dari alam sendiri. Bagi masyarakat, kerusakan ini suka dihindari sebab 
merupakan bagian dari proses alam.
b. Kedua, kerusakan karena faktor eksternal, yaitu kerusakan lingkungan yang 
berasal dari perilaku manusia. Terutama beralasan demi meningkatkan 
kualitas dan kenyamanan hidup.
2. Sanksi pidana perusakan dan pencemaran lingkungan berdasarkan UU RI No. 
32 tahun 2009 pencemaran dan perusakan lingkungan merupakan perbuatan 
dimasukannya atau masuknya makhluk hidup, zat, energi atau suatu 
komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga 
melampaui baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan. Secara hukum 
perbuatan ini melanggar  UU RI No. 32 tahun 2009 sehingga dalam perbuatan 
ini apabila dilakukan itu akan mendapatkan sanksi pidana, perdata maupun 
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administratif dan itu diatur dalam undang-undang ini. Pada sub masalah akan 
dijelaskan bagaimana aturan hukum dan penerapan sanksi terhadap kasus 
pencemaran lingkungan.
3. Dalam pandangan hukum Islam. Islam memiliki sistem keyakinan yang cukup 
jelas bahwa Allah swt telah menjadikan sumber daya alam dan lingkungan 
daya dukung bagi kehidupan. Fakta spiritual menunjukkan bahwa Allah swt 
telah memberikan fasilitas daya dukung lingkungan bagi kehidupan manusia. 
Oleh karena itu, secara teologis berpeluang dinyatakan bahwa ekoteologi 
Islam meyakini pelestarian lingkungan termasuk bagian integral dari sistem 
keberimanan seseorang. Hal ini didasarkan pada dua pendekatan yakni 
pendekatan ekologis dan pendekatan teologis Islam. Dalam pendekatan 
tersebut Islam menyakini adanya hukuman Ta’zir yaitu jenis uqubat pilihan 
yang telah ditentukan dalam qanun yang bentuknya bersifat pilihan dan 
besarnya dalam batas tertinggi dan atau terendah.
B. Implikasi Penelitian
1. Diharapkan kepada pemerintah agar mempertegas sanksi undang-undang 
nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan 
hidup agar tercipta instrumen hukum yang melindungi negara dalam sisi 
lingkungan hidup. 
2. Diharapkan kepada pemerintah agar melakukan suatu bentuk pendidikan dan 
pembinaan agar masyarakat sadar betapa pentingnya suatu kehidupan yang 
bersih, sehat, tanpa suatu bencana.
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3. Diharapkan kepada masyarakat agar menjaga kebersihan dan melindungi dari 
beberapa lingkungan hidup yang sehat, bersih agar tercipta kehidupan suatu 
bangsa dan negara tanpa bencana.
4. Diharapkan kepada pemerintah agar melakukan pembinaan pola hidup bersih 
serta penyuluhan hukum terhadap perusakan dan pencemaran lingkungan 
hidup.
DAFTAR PUSTAKA
Akib, Muhammad. Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional. Jakarta: PT 
Raja Grafindo Persada, 2014. 
Ali, Zainuddin. Hukum Pidana Islam Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
Amrani, Hanafi dan Mahrus Ali. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan 
dan Penerapan. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.
Bahaking Rama, Fatmawati Nur, Masrianty. Pengetahuan Lingkungan. Makassar: 
CV. Berkah utami, 2009.
Beni Ahmad Saebani, Filsafat Hukum Islam. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
Gassing, Qadir. Fiqih Llingkungan. Makassar: Fakultas Syari’ah IAIN/UIN 
Alauddin, 28 Zulhijjah 1425H/8 Februari 2005 M. 
Hamdan, M. Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup. Bandung: Mandar 
Maju, 2000. 
Hamzah, Andi. Penegakan Hukum Lingkungan. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
Hardjasoemantri, Koesnadi. Hukum Tata Lingkungan. Yogyakarta: Gadjah Mada 
University Press, 2009.
Husin, Sukanda. Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 
2009.
HR, Ridwan. Hukum Lingkungan dan Ketertiban. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: PT Sinergi 
Pustaka Indonesia, 2012.
Mustofa Hasan dan Beny Ahmad Saebani. “Fikih Jinayah” Dilengkapi dengan 
Kajian Hukum Pidana Islam. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
MD, Machfud. Refleksi Mata Rantai Pengaturan Hukum Pengelolaan 
Lingkungan Secara Terpadu. Surabaya: Airlangga University Press, 2005. 
Muladi.  Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Pidana Lingkungan. Jakarta: Setara Press, 
2013.
Muladi dan Dwidja Priyatno, Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana 
Bandung: STIH, 2014
Mustofa Hasan dan Beny Ahmad Saebani. “Fikih Jinayah” Dilengkapi dengan 
Kajian Hukum Pidana Islam. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
Rahardjo, Satjipto. Hukum Dalam Jagad Ketertiban. Jakarta: UKI Press, 2006.
Rangkuti, Siti Sundari. Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan 
Nasional Surabaya: Universitas Airlangga Press, 2000.
Republik Indonesia, Undang-Undang No.32 Tahun Tentang Perlindungan Dan 
Pengeloaan Llingkungan Hidup, Pasal 1
Siahaan, N. H. T. Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan. Jakarta: 
Erlangga, 2004.
Silalahi, Daud. Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan 
Indonesia. Bandung: Alumni, 1992.
Soemarwoto, Otto. Atur Diri Sendiri Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan 
Hidup. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004.
Sudirman Hamsah, Andi. Hukum Lingkungan. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
Sunarso, Siswanto. Analisis UU No 32 Tahun 2004 tentang Lingkungan. Jakarta: 
Sinar Grafika, 2005.
Syati, Aisyah Bintu. Manusia dalam Perspektif al-Qur’an. Jakarta: Pustaka 
Firdaus, 2014.
Tucker, Mary Evelyn dan John. A. Grim. Agama, Filsafat dan Lingungan Hidup. 
Yogyakarta: Kanisius, 2003.
Wardhana, Wisnu Arya. Dampak Pencemaran Lingkungan. Yogyakarta: Andi, 
2001.















